BAB  I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Banyuwangi adalah dokumen perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahunan di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi yang merupakan acuan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun  Renstra SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian, kehutanan dan  perkebunan untuk jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Renstra PD ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021. Dokumen RPJMD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan baik Renstra, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi dan Rencana Kerja SKPD.
Kabupaten Banyuwangi memiliki luas 5.782.50 km2, dengan lahan persawahan sekitar 66.152 ha atau 11.44 % , perkebunan seluas 82.143,63 ha atau 14.21 %.Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Jember, sehingga Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung padi / pangan di Propinsi Jawa Timur. 
Pembangunan pertanian di Banyuwangi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kontribusi sektor pertanian  mempunyai  peran  yang  paling dominan, disisi tenaga kerja sektor ini juga paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja, sedangkan dalam mendukung pengentasan kemiskinan kebanyakan jumlah keluarga miskin bermukim di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani penggarap atau buruh tani, sehingga output di sektor ini secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan keluarga petani penggarap. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah  produksi  pertanian tanaman pangan, Hortikultura, dan  perkebunan merupakan salah satu bagian dasar yang penting bagi pembangunan nasional berorientasi pada peningkatan kemampuan petani untuk menuju kemandirian sehingga tingkat pendapatan dan kesejahteraannya semakin meningkat. 
Pembangunan pertanian di Kabupaten Banyuwangi pada dasarnya merupakan bidang yang potensial yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi di sektor peternakan, khususnya dalam upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak dan keluarga petani peternak serta peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa. Berdasarkan data statistik, potensi peternakan di Kabupaten Banyuwangi memiliki jumlah yang cukup besar sekitar 111.304 ekor ternak sapi sehingga Kabupaten Banyuwangi berpotensi menjadi salah satu lumbung ternak di Propinsi Jawa Timur.
Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah  produksi  pertanian sehingga  memiliki  potensi  untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru ekonomi rakyat dengan memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan ternak, di samping untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat Kabupaten Banyuwangi perbaikan kualitas ternak dilakukan melalui inseminasi buatan, perbaikan managemen reproduksi, kualitas pakan dan sistem pemeliharaan serta meningkatkan pengkajian-pengkajian bidang peternakan untuk memperoleh teknologi tepat guna bagi peternak pedesaan. 
Komoditas unggas merupakan penyumbang produksi daging terbesar di antara komoditas lain, dengan adanya wabah flu burung kondisi ternak tersebut sangat kritis baik populasi, pemasaran maupun lingkungan. Secara menyebar unggas-unggas ini berada di sekitar lingkungan penduduk, untuk mencegah semakin meluasnya penularan flu burung kepada manusia dilaksanakan vaksinasi dan perlu dilakukan penataan ulang kawasan peternakan dan tempat pemotongan unggas (TPU). Sementara untuk kebutuhan susu akan dilakukan langkah-langkah strategi dalam bidang persusuan yaitu meningkatkan keinginan masyarakat Banyuwangi untuk mengkonsumsi susu segar produksi lokal melalui promosi gerakan minum susu bagi anak-anak sekolah dasar yang dilaksanakan setiap tahun sehingga dapat menciptakan kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi susu segar atau pasteurisasi produk lokal.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi menyusun Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi dan bersifat indikatif yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan urusan pertanian, meliputi sub bidang : tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2016 - 2021  juga merupakan upaya mewujudkan kinerja yang lebih terukur dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Banyuwangi yaitu ”Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang  semakin Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumberdaya Manusia” yang menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021 mendatang, dengan mendukung misi ke-2 Kepala Daerah Banyuwangi yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal.
1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian. Kabupaten Banyuwangi Tahun  2016 – 2021 adalah :
1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasinal
2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
5) Peraturan Pemerintah Nomor  41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.  
10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara   Nomor  20 Tahun 2008, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
11) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025.
12) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.
13) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
14) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor      Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi.
1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dimaksudkan sebagai bentuk penyempurnaan kebijakan keuangan, strategi dan program pembangunan bidang pertanian, sub bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan PD yang berisi rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan.  
Sedangkan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun yang sedang berjalan sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui  program  kegiatan  PD  dengan sasaran yang tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021.
1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021 disusun sebagai berikut :

Bab I  
PENDAHULUAN 

Memuat pengertian Renstra, fungsi, latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra).
Bab II  
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN
Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi, Sumberdaya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kabupaten Banyuwangi. 
Bab III  
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian, telaah visi, misi,  dan program, telaahan renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Bab IV  
TUJUAN DAN SASARAN 
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian tahun 2016 – 2021 yang dikuatkan dengan strategi dan kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi.
Bab V 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Memuat tentang uraian rencana program, kegiatan, indikator kinerja
Bab VI  
INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Memuat ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.
Bab VII 
PENUTUP 

Memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.
BAB  II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016, Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian. Dinas Pertanian merupakan penggabungan dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan Dinas Peternakan yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi  dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor  62  Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas  membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dibidangpertanian;
b.pelaksanaan kebijakanpemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian; 

d. pelaksanaan administrasi dinas pertanian; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;
c. Bidang Tanaman Pangan;
d. BidangPerkebunan dan Hortikultura;
e. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
f. Bidang Budidaya, Kelembagaan dan Usaha Peternakan;
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sedangkan rincian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;

b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pertanian dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag, seksi dan UPT Dinas;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang pertanian;

e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;

f. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian;

g. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pekerjaan di bidang pertanian dengan metode pengawasan melekat, monitoring dan pengendalian kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan;

i. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol.
Sekretariat  mempunyai fungsi:

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, humas dan protokol;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas bidang;
d. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dantatalaksana;
f. penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;

g. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas  dan surat menyurat;
h. pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
i. pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu(IKI);
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat dinas berdasarkan rencana kerja dinas sebagaipedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 
c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan ;
f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
g. melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ;
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dantatalaksana;
k. melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
l. melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas  dan surat menyurat;
m. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
n. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu(IKI)
o. mengkoordinasikan penyusunan Perencanaan Strategis(Renstra) dinas;
p. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunanserta kegiatan operasional dinas;
q. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja dinas/Individu;
r. mengkoordinasikanpenyusunanLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas dan individu;
s. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisianBlanko LHKPN dan LP2P dilingkungan dinas;
t. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengaturpenyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhirtahun;
u. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun;

v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan

x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sekretariat membawahi ;
a) Sub bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

b) Sub bagian Keuangan dan perlengkapan

c) Sub Bagian penyusunan program

3. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha bidang tanaman pangan meliputi upaya peningkatan produksi, perlindungan tanaman pangan, penyediaan prasarana dan sarana tanaman pangan, bina usahatani, penyuluhan, sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian tanaman pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang  Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan peningkatan produksi tanaman;

b. pelaksanaan perlindungan tanaman pangan;
c. pelaksanaan penyuluhan tanaman pangan, kelembagaan dan pemberdayaan petani atau kelompok tani;

d. pengenalan dan mengusahakan teknologi pertanian, alat dan mesin pertanian tanaman pangan;

e. perencanaan kebutuhan sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida);

f. perencanaan dan penyediaan prasarana pertanian tanaman pangan;
g. pengumpulan dan pengolahan data angka-angka statistik di bidang pertanian tanaman pangan;

h. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan air;

i. pelaksanaan pengembangan usahatani dan permodalan petani atau kelompok tani;
j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha tani, sumber daya manusia dan kelembagaan;
k. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
l. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan 
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bidang Pertanian Tanaman pangan membawahi ;

a. Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman;

b. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;

c. Seksi Bina Usaha, Sumber Daya Manusiadan Kelembagaan Tanaman Pangan.
4. Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan  penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi  dan pasca panen komoditas perkebunan dan hortikultura.
Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan pasca panen komoditas perkebunan dan hortikultura;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pasca panen komoditas perkebunan dan hortikultura, perbaikan infrastruktur lahan dan air di sentra kawasan perkebunan dan hortikultura, serta pengendalian hama/penyakit dan perlindungan komoditas perkebunan dan hortikultura;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya dan pasca panen komoditas perkebunan dan hortikultura, serta pengendalian hama/penyakit dan perlindungan perkebunan dan hortikultura;
d. pelaksanaan peningkatan daya saing produk melalui pengusulan sertifikasi produk perkebunan dan hortikultura unggulan;
e. pelaksanaan promosi komoditaspertanian unggulan;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya dan pasca panen komoditashortikultura, serta pengendalian hama/penyakit dan perlindungan perkebunan dan hortikultura;
g. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;

h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bidang Hortikultura membawahi ;
a. Seksi Perkebunan;

b. Seksi Hortikultura;

c. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan Perkebunan dan Hortikultura.
5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
a. pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;

b. pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;

c. pelayanan penanganan kasus-kasus penyakit hewan;

d. peramalan wabah dan pemetaan kasus penyakit hewan;

e. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium;
f. pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pembuatan, persediaan, peredaran dan pemakaian vaksin, sera dan bahan biologic untuk hewan dan obat hewan;
h. pelaksanaan fasilitasi pengujian dan pengawasan standar mutu di bidang produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan, higiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;
i. pelaksanaanfasilitasi pelayanan atas proses perijinan peredaran produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
j. pembinaan dan pengawasan lalu lintas produk pangan asalhewan dan produk non pangan asal hewan dalam wilayah Kabupaten;
k. pemberian rekomendasi pada standar mutu dan peredaran bahan asal hewan;
l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi dan bio scurity produsen produk pangan asal hewan;
m. penetapan standar teknis atas pendirian suatu usaha produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan termasuk Rumah Potong Hewan;
n. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penerapan dan kerjasama teknologi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
o. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi dan bioscurity Rumah Potong Hewan, kios daging Rumah Potong Unggas dan Rumah Potong Babi, lingkungan peternakan, tempat penampungan ternak, hasil ternak dan produksi asal ternak;
p. pemeriksaan dan pemantauan terhadap penyakit yang bersifat zoonosis serta pengaruhnya pada kesehatan masyarakat dan lingkungan;
q. pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penerapan kesejahteraan hewan;
r. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
s. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan 
t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bidang  Keehatan hewan dan masyarakat veteriner membawahi ;
a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan;

b. Seksi Pengobatan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;

c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6. Bidang Budidaya, Kelembagaan dan Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Kelembagaan Budidaya Ternak
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Budidaya, Kelembagaan dan Usaha Peternakan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan terhadap petani peternak secara perorangan, kelompok dan badan hukum yang bergerak di bidang peternakan;

b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis budidaya, teknologi produksi dan reproduksi ternak; 

c. pelaksanaan peningkatan mutu genetik ternak dan peningkatan mutu pakan ternak; 

d. pelaksanaan identifikasi, penyiapan lokasi penyebarandan pengembangan ternak serta penyebaran dan pengembangan hijauan pakan ternak; 

e. pelaksanaan urusan penataan, distribusi dan redistribusi ternak;

f. pelaksanaan pengawasan, peredaran dan penggunaanbibit ternak dan pakan ternak;
g. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan 
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bidang Budidaya, Kelembagaan dan Usaha Peternakanmembawahi;
a. Seksi Budidaya dan Teknologi Terapan;

b. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;

c. Seksi Kelembagaan dan Usaha Peternakan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi  Nomor 8 Tahun 2016  sebagai berikut :

[image: image15.jpg]PRODUKSI (TON)

730,000
720,000
710,000
700,000
690,000
680,000
670,000
660,000
650,000
640,000
630,000

PRODUKSI PADI KAB.BANYUWANG]I

2011

2012

2013

2014

2015

* Produksi/
Th(Ton)

663,000

676,260

689,785

703,581

717,653





2.2  Sumber Daya Dinas Pertanian
Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumberdaya yang dimiliki seperti dalam tabel berikut : 
Tabel 1. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada 
             Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi
	No
	Pendidikan
	Jumlah Pegawai (Orang)

	1.
	S-2
	7

	2.
	S-1
	122

	3.
	Diploma 
	14

	4.
	SMA
	75

	5.
	SMP
	1

	6.
	SD
	4

	
	Total
	223


Tabel 2. Jumlah SDM berdasarkan Jabatan pada Dinas Pertanian 

             Kabupaten  Banyuwangi
	No
	Uraian
	Jumlah (Orang)

	1.
	Kepala Dinas
	1

	2.
	Sekretaris
	1

	3.
	Kepala Bidang 
	4

	4.
	Kasubbag
	3

	5.
	Kepala Seksi
	12

	6.
	Staf administrasi
	97

	7.
	Penyuluh pertanian  
	81

	
	Total
	199


Tabel 3. Sarana/prasarana  Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi

	No.
	Jenis Barang/Asset
	Jumlah

	1.
	Tanah
	145.594 m2

	2.
	Bangunan/Gedung
	43 unit

	2.
	Peralatan
	157 unit

	3.
	Mesin (Mobil dan sepeda Motor)
	181 unit

	4.
	Jaringan Irigasi, Dam Penahan
	235,25 m3

	5.
	Jalan Usahatani/Jalan Produksi
	78.670 m 

	6.
	Rumah Potong Hewan
	6 unit

	7.
	Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)
	12 unit

	8.
	Balai Penyuluhan pertanian (BPP)
	19 unit


2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
Kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi dapat diukur berdasarkan target Renstra PD dan realisasi capaiannya selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Capaian Kinerja PD berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyuwangi dan Review Renstra Tahun 2010-2015 dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Capaian Kinerja Tahun 2011  
1. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan , 
a. Produksi padi dari target 663.000 Ton terealisasi 761.317 Ton  dengan capaian kinerja 114,83 %. 
b. Produksi jagung dari target 122.400 Ton terealisasi 189.373 Ton  dengan capaian kinerja 154,72 %.
c. Produksi kedelai dari target 48.960 Ton terealisasi 66.094 Ton  dengan capaian kinerja 135 %.
2. Meningkatnya produksi hortikultura , 

a. Jumlah produksi buah-buahan unggulan daerah dari target 320.000 Ton terealisasi 392.280 Ton  dengan capaian kinerja 122,59 %. 
b. Jumlah produksi sayuran unggulan daerah dari target 27.500 Ton terealisasi 49.791 Ton dengan capaian kinerja 181,06 %.
c. Jumlah produksi tanaman hias dan biofarmaka unggulan daerah dari target 172.731 Kg terealisasi 407.129 Ton dengan capaian kinerja 235,70 %

3. Meningkatnya produksi perkebunan , 

a. Jumlah produksi tanaman tahunan unggulan daerah dari target 38.557 Ton terealisasi 50.773 Ton dengan capaian kinerja 131,68 %. 
b. Jumlah produksi tanaman semusim unggulan daerah dari target 217.455 Ton terealisasi 232.897 Ton dengan capaian kinerja 107.10 %.
4. Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman pangan dengan indikator prosentase kehilangan hasil dari target 15,52 % terealisasi 15,52 % dengan capaian kinerja 100 %.
5. Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman hortikultura dengan indikator prosentase penyediaan sarana pasca panen dari target 3,50 % terealisasi 3,50 % dengan capaian kinerja 100 %.
6. Meningkatnya penanganan pasca panen perkebunan , 

a. Produksi kopi olah basah dari target 220 Ton terealisasi 240 Ton  dengan capaian kinerja 109,09 %. 
b. Produksi tembakau olahan dari target 132 Ton terealisasi 300 Ton  dengan capaian kinerja 227,27 %.
7. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan dengan indikator prosentase rehabilitasi hutan dan lahan dari target 1,03 % terealisasi 4,01 % dengan capaian kinerja 389,32 %.
8. Menurunnya kerusakan kawasan hutan dgn indikator prosentase lahan kritis dari target 26,75 % terealisasi 25,98 % dengan capaian kinerja 102,96 %. 
Capaian Kinerja Tahun 2012  
1. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan , 

a. Produksi padi dari target 676.620 Ton terealisasi 792.573 Ton dengan capaian kinerja 117,14 %. 
b. Produksi jagung dari target 124.848 Ton terealisasi 141.125 Ton  dengan capaian kinerja 113,04 %.
c. Produksi kedelai dari target 49.939 Ton terealisasi 53.648 Ton dengan capaian kinerja 107,43 %.
2. Meningkatnya produksi hortikultura , 

a. Jumlah produksi buah-buahan unggulan daerah dari target 325.000 Ton terealisasi 313.121 Ton  dengan capaian kinerja 96,34 %. 
b. Jumlah produksi sayuran unggulan daerah dari target 28.500 Ton terealisasi 38.854 Ton dengan capaian kinerja 136,33 %.
c. Jumlah produksi tanaman hias dan biofarmaka unggulan daerah dari target 176.239 Kg terealisasi 546.548 Ton dengan capaian kinerja 310,12 %

3. Meningkatnya produksi perkebunan , 

a. Jumlah produksi tanaman tahunan unggulan daerah dari target 38.942 Ton terealisasi 53.214 Ton dengan capaian kinerja 136,649 %. 
b. Jumlah produksi tanaman semusim unggulan daerah dari target 219.630 Ton terealisasi 236.853 Ton dengan capaian kinerja 107.842%.
4. Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman pangan dengan indikator prosentase kehilangan hasil dari target 15,05 % terealisasi 15,05 % dengan capaian kinerja 100 %.
5. Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman hortikultura dengan indikator prosentase penyediaan sarana pasca panen dari target 3,75 % terealisasi 3,75 % dengan capaian kinerja 100 %.
6. Meningkatnya penanganan pasca panen perkebunan , 

a. Produksi kopi olah basah dari target 264 Ton terealisasi 480 Ton  dengan capaian kinerja 181,818 %. 
b. Produksi tembakau olahan dari target 158 Ton terealisasi 574 Ton  dengan capaian kinerja 363,29 %.
7. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan dengan indikator prosentase rehabilitasi hutan dan lahan dari target 1,05 % terealisasi 1,55 % dengan capaian kinerja 147,619 %. 
8. Menurunnya kerusakan kawasan hutan dgn indikator prosentase lahan kritis dari target 26,5 % terealisasi 25,78 % dengan capaian kinerja 102,793 %.
Capaian Kinerja Tahun 2013  
1. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan , 

a. Produksi padi dari target 689.785 Ton terealisasi 760.824 Ton  dengan capaian kinerja 110,30 %. 
b. Produksi jagung dari target 127.345 Ton terealisasi 130.719 Ton  dengan capaian kinerja 102,65 %.
c. Produksi kedelai dari target 50.938 Ton terealisasi 67.441 Ton  dengan capaian kinerja 132,40 %.
2. Meningkatnya produksi hortikultura , 

a. Jumlah produksi buah-buahan unggulan daerah dari target 390.000 Ton terealisasi 437.261 Ton  dengan capaian kinerja 112,12 %. 
b. Jumlah produksi sayuran unggulan daerah dari target 30.000 Ton terealisasi 43.225 Ton dengan capaian kinerja 144,08 %.
c. Jumlah produksi tanaman hias dan biofarmaka unggulan daerah dari target 179.817 Kg terealisasi 384.252 Ton dengan capaian kinerja 213,69 %

3. Meningkatnya produksi perkebunan , 

a. Jumlah produksi tanaman tahunan unggulan daerah dari target 39.332 Ton terealisasi 58.988 Ton dengan capaian kinerja 149,975 %. 
b. Jumlah produksi tanaman semusim unggulan daerah dari target 221.826 Ton terealisasi 240.921 Ton dengan capaian kinerja 108,608%.
4. Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman pangan dengan indikator prosentase kehilangan hasil dari target 14,60 % terealisasi 14,60 % dengan capaian kinerja 100 %.
5. Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman hortikultura dengan indikator prosentase penyediaan sarana pasca panen dari target 4,00 % terealisasi 4,00 % dengan capaian kinerja 100 %.
6. Meningkatnya penanganan pasca panen perkebunan , 

a. Produksi kopi olah basah dari target 343 Ton terealisasi 720 Ton  dengan capaian kinerja 209,91 %. 
b. Produksi tembakau olahan dari target 206 Ton terealisasi 156 Ton  dengan capaian kinerja 75,73 %.
7. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan dengan indikator prosentase rehabilitasi hutan dan lahan dari target 1,07 % terealisasi 1,25 % dengan capaian kinerja 116,822 %. 
8. Menurunnya kerusakan kawasan hutan dgn indikator prosentase lahan kritis dari target 26,25 % terealisasi 25,61 % dengan capaian kinerja 102,50 %.
Capaian Kinerja Tahun 2014
1. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan , 

a. Produksi padi dari target 703.581 Ton terealisasi 772.109 Ton  dengan capaian kinerja 109,74 %. 
b. Produksi jagung dari target 129.892 Ton terealisasi 142.915 Ton  dengan capaian kinerja 110,03 %.
c. Produksi kedelai dari target 51.957 Ton terealisasi 51.021 Ton  dengan capaian kinerja 98,20 %.
2. Meningkatnya produksi hortikultura , 

a. Jumlah produksi buah-buahan unggulan daerah dari target 411.000 Ton terealisasi 611.658 Ton  dengan capaian kinerja 148,82 %. 
b. Jumlah produksi sayuran unggulan daerah dari target 31.500 Ton terealisasi 41.390 Ton dengan capaian kinerja 131,40 %.
c. Jumlah produksi tanaman hias dan biofarmaka unggulan daerah dari target 183.461 Kg terealisasi 268.534 Ton dengan capaian kinerja 146,37 %

3. Meningkatnya produksi perkebunan , 

a. Jumlah produksi tanaman tahunan unggulan daerah dari target 39.725 Ton terealisasi 61.330 Ton dengan capaian kinerja 154,39 %. 
b. Jumlah produksi tanaman semusim unggulan daerah dari target 224.044 Ton terealisasi 425.742 Ton dengan capaian kinerja 109,03%.
4. Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman pangan dengan indikator prosentase kehilangan hasil dari target 14,16 % terealisasi 14,01 % dengan capaian kinerja 101,07 %.
5. Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman hortikultura dengan indikator prosentase penyediaan sarana pasca panen dari target 4,25 % terealisasi 4,25 % dengan capaian kinerja 100 %.
6. Meningkatnya penanganan pasca panen perkebunan , 

a. Produksi kopi olah basah dari target 480 Ton terealisasi 1200 Ton  dengan capaian kinerja 250 %. 
b. Produksi tembakau rajang dari target 288 Ton terealisasi 457 Ton  dengan capaian kinerja 158,68 %.
7. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan dengan indikator prosentase rehabilitasi hutan dan lahan dari target 1,09 % terealisasi 5,62 % dengan capaian kinerja 515,60 %. 
8. Menurunnya kerusakan kawasan hutan dgn indikator prosentase lahan kritis dari target 26,00 % terealisasi 24,85 % dengan capaian kinerja 104,63 %.
Capaian Kinerja Tahun 2015
1. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan , 

a. Produksi padi dari target 717.653 Ton terealisasi 860.736 Ton dengan capaian kinerja 119,94 % 
b. Produksi jagung dari target 132.490 Ton terealisasi 145.281 Ton  dengan capaian kinerja 109,65 %
c. Produksi kedelai dari target 52.996 Ton terealisasi 41.905 Ton  dengan capaian kinerja 79.07 %
2. Meningkatnya produksi hortikultura , 

a. Jumlah produksi buah-buahan unggulan daerah dari target 456.000 Ton terealisasi 648.357 Ton  dengan capaian kinerja 142,18 %. 
b. Jumlah produksi sayuran unggulan daerah dari target 32.500 Ton terealisasi 43.045 Ton dengan capaian kinerja 132 %.
c. Jumlah produksi tanaman hias dan biofarmaka unggulan daerah dari target 187.117 Kg terealisasi 273.905 Ton dengan capaian kinerja 146%

3. Meningkatnya produksi perkebunan , 

a. Jumlah produksi tanaman tahunan unggulan daerah dari target 40.122 Ton terealisasi 61.642 Ton dengan capaian kinerja 153,64 %. 
b. Jumlah produksi tanaman semusim unggulan daerah dari target 226.285 Ton terealisasi 500.540 Ton dengan capaian kinerja 221,20%.
4. Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman pangan dengan indikator prosentase kehilangan hasil dari target 13,74 % terealisasi 13,74 % dengan capaian kinerja 100 %.
5. Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman hortikultura dengan indikator prosentase penyediaan sarana pasca panen dari target 4,50 % terealisasi 4,50 % dengan capaian kinerja 100 %.
6. Meningkatnya penanganan pasca panen perkebunan , 

a. Produksi kopi olah basah dari target 721 Ton terealisasi 1320 Ton  dengan capaian kinerja 183,079 %. 
b. Produksi tembakau olahan dari target 432 Ton terealisasi 846 Ton  dengan capaian kinerja 195,83 %.
7. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan dengan indikator prosentase rehabilitasi hutan dan lahan dari target 1,10 % terealisasi 4,36 % dengan capaian kinerja 396,364 %. 
8. Menurunnya kerusakan kawasan hutan dgn indikator prosentase lahan kritis dari target 25,75 % terealisasi 24,25 % dengan capaian kinerja 100,98 %.
Tidak dapat dipungkiri, salah satu potensi Sumber Daya Alam yang menonjol di Kabupaten Banyuwangi adalah potensi pertanian. Kabupaten Banyuwangi dianugerahi lahan sawah produktif dan subur dengan luas yang tidak sedikit. Dengan demikian, secara alami, produksi pertanian di Kabupaten Banyuwangi sangat berpeluang mencapai angka yang tinggi. Sebagai wujud upaya optimalisasi pemanfaatan potensi, Pemerintah kabupaten Banyuwangi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melakukan penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan guna menunjang peningkatan produksi pertanian. Data capaian kinerja tahun 2011-2015 menunjukkan pencapaian kinerja yang rata-rata telah melampaui target yang ditetapkan (rata-rata capaian kinerja di atas 100 %). Pencapaian kinerja ini berkorelasi positif dengan peningkatan APBD Kabupaten di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2011-2015. Data produksi komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Tahun 2011-2015 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk lebih lengkapnya, penyajian data dilakukan dengan menggunakan grafik berikut ini.
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	Gambar 1.
	Grafik Produksi padi di Kabupaten Banyuwangi


Gambar 1. Menunjukkan perkembangan produksi padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015. Data menunjukkan peningkatan produksi padi dari tahun ke tahun. Melalui APBD Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan berbagai program kegiatan yang berorientasi pada peningkatan produksi tanaman pangan, dengan komoditas unggulan meliputi padi, jagung dan kedelai. 
Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas SDM pelaku pertanian, penyediaan sarana prasarana produksi pertanian, aplikasi teknologi, pengembangan infrastruktur, promosi maupun kemitraan. Peningkatan kualitas SDM dan aplikasi teknologi meliputi kegiatan pelatihan petani berupa Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Padi, Jagung, Kedelai, SL-Iklim, Pelatihan Pengembangan Pertanian Organik, Demplot / Lahan Percontohan metode SRI (System of Rice Intensification), pembangunan gedung Balai Penyuluhan Pertanian, pendampingan penyuluh pertanian dan lain-lain. 
Penyediaan sarana prasarana produksi meliputi penyediaan benih, bibit, pupuk dan obat-obatan pertanian / pestisida. Hal ini juga terkait dengan penyediaan alat dan mesin pertanian seperti hand traktor, pompa air, cultivator, power sprayer serta rice transplanter. Pembangunan jalan usaha tani sebagai bagian infrastruktur pertanian turut berperan serta dalam meningkatkan mobilitas sarana produksi, alat dan mesin pertanian menuju lahan pertanian serta meningkatkan kelancaran distribusi maupun pemasaran hasil produksi pertanian. Adapun pengembangan infrastruktur pengairan seperti rehabilitasi jaringan irigasi tersier, Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), Jaringan Irigasi Air Permukaan (JIAP) dan pembangunan dam parit juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam mendukung peningkatan produksi pertanian.
Selain padi, komoditas utama tanaman pangan lain yang juga menjadi prioritas adalah jagung dan kedelai. Sama halnya dengan padi, Gambar 2. dan Gambar 3. juga menunjukkan adanya peningkatan produksi jagung dan kedelai dari tahun ke tahun. 
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	Gambar 2.
	Grafik Produksi jagung di Kabupaten Banyuwangi
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	Gambar 3.
	   Grafik Produksi kedelai di Kabupaten Banyuwangi


Dalam rangka mempertahankan swasembada beras, selain produksi dan produktifitas, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada teknologi pasca panen. Permasalahan utama yang dijumpai pada penanganan pasca panen adalah masih tingginya nilai susut produksi karena penggunaan teknologi yang belum efisien. Saat ini, kehilangan hasil produksi beras masih mencapai angka di atas 20%. Salah satu faktor kehilangan hasil yang paling tinggi adalah pada proses pemanenan dan perontokan yang masih mencapai angka 14%. Adapun 6% lebih kehilangan terjadi pada proses penggilingan dan pengangkutan.
Oleh karenanya, prosentase kehilangan hasil dipilih sebagai indikator penanganan pasca panen tanaman pangan. Semakin rendah prosentase kehilangan hasil, maka semakin baik penanganan pasca panennya yang berkorelasi positif pada kualitas beras yang dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin tinggi prosentase kehilangan hasil, maka semakin rendah kualitas penanganan pasca panen serta mutu produk yang dihasilkan. 
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	Gambar 4.
	Prosentase Kehilangan Hasil


Gambar 4. Menunjukkan prosentase kehilangan hasil tanaman pangan yang semakin rendah dari tahun ketahun. Capaian kinerja menunjukkan angka rata-rata 100% dari Tahun 2011-2015, yang berarti telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian ini merupakan hasil dari fasilitasi program dan kegiatan penanganan pasca panen yang telah dilakukan, berupa SL penanganan pasca panen, fasilitasi alat pasca panen seperti power thresher, pemipil jagung, paddy mower maupun alat panen dengan teknologi mutakhir yakni combine harvester.
Gambar 5, 6 dan 7. Menunjukkan produksi komoditas buah, sayuran serta tanaman hias dan biofarmaka unggulan di Kabupaten Banyuwangi yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Sama halnya seperti tanaman pangan, berbagai program dan kegiatan juga dilakukan untuk peningkatan produksi hortikultura. Melalui SL buah dan sayur serta pelatihan penanaman tanaman obat, petani dan pelaku agribisnis ditingkatkan kemampuannya dalam berbudidaya tanaman hortikultura. Sementara dukungan sarana produksi seperti bibit, pupuk, pestisida, alat kultivator, mesin power sprayer, paranet, screen net, APPO dan lain-lain juga terus dilakukan.
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	Gambar 5.
	Produksi buah unggulan
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	Gambar 6.
	Produksi sayuran unggulan
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	Gambar 7.
	Produksi tanaman hias dan biofarmaka unggulan


Komoditas buah-buahan unggulan meliputi semangka, melon, manggis jeruk siam, durian, mangga, buah naga dan pisang. Komoditas sayuran unggulan meliputi cabe merah, cabe rawit, bawang merah, tomat, kacang panjang, kubis buncis dan terung. Tanaman hias unggulan meliputi sedap malam, mawar, melati dan Aglaonema. Sedangkan tanaman biofarmaka unggulan terdiri dari Jahe, Kunyit Kencur dan Temulawak.

Gambar 8. Menunjukkan peningkatan prosentase penyediaan sarana pasca panen hortikultura Tahun 2011 – 2015. Prosentase penyediaan sarana pasca panen merupakan indikator peningkatan kualitas di bidang hortikultura. Tak dapat dipungkiri, bahwa fasilitasi sarana penanganan pasca panen memberikan pengaruh positif dalam peningkatan kualitas komoditas hortikultura yang dihasilkan. Fasilitasi sarana pasca panen meliputi gunting pangkas, alat panen buah, keranjang panen maupun bangsal kemas atau packing house. Pemerintah kabupaten juga gencar melakukan kegiatan promosi melalui event kontes, pameran, exhibiton di dalam dan luar daerah dalam rangka memperluas jaringan pemasaran serta menjaring investor prospektif untuk meramaikan geliat usaha agribisnis di Banyuwangi. Kegiatan registrasi kebun serta sertifikasi produk berlabel PRIMA-3 (aman konsumsi dan bermutu) juga memberikan legalisasi atas mutu dan daya saing produk unggulan hortikultura Kabupaten Banyuwangi.
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	Gambar 8.
	Penyediaan sarana pasca panen hortikultura


Gambar 9 dan 10 menunjukkan produksi komoditas tanaman tahunan dan tanaman semusim perkebunan unggulan di Kabupaten Banyuwangi yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Senada dengan tanaman pangan dan hortikultura, berbagai program dan kegiatan juga dilakukan untuk peningkatan produksi perkebunan. Melalui SL kelapa, kopi, tembakau petani dan pelaku agribisnis ditingkatkan kemampuannya dalam berbudidaya tanaman perkebunan. Sementara dukungan sarana produksi seperti bibit, pupuk, pestisida, alat kultivator, power sprayer, hand sprayer, APPO dan lain-lain juga terus dilakukan. Dukungan infrastruktur perkebunan seperti jalan produksi juga terus dilakukan guna meningkatkan mobilitas sarana produksi, alat dan mesin pertanian menuju lahan pertanian serta meningkatkan kelancaran distribusi maupun pemasaran hasil produksi perkebunan. Tanaman tahunan unggulan meliputi kopi, kakako, cengkih dan kelapa. Sedangkan tanaman semusim unggulan meliputi tebu dan tembakau.
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	Gambar 9.
	Produksi tanaman tahunan perkebunan unggulan
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	Gambar 9.
	Produksi tanaman tahunan perkebunan unggulan


	Gambar 10.
	Produksi tanaman semusim unggulan perkebunan


Secangkir kopi dihasilkan melalui proses yang sangat panjang. Mulai dari teknik budidaya, pengolahan pasca panen hingga ke penyajian akhir. Biji kopi berkualitas akan menghasilkan kopi bercita rasa tinggi. Buah kopi yang telah dipanen harus segera diolah untuk mencegah terjadinya reaksi kimia yang bisa menurunkan mutu kopi. Hasil panen disortasi dan dipilah berdasarkan kriteria tertentu. Buah kualitas prima bila diolah dengan benar akan menghasilkan kopi bermutu tinggi. Secara umum dikenal dua cara mengolah buah kopi menjadi biji kopi, yakni proses basah dan proses kering.
Metode pengolahan basah prinsip utamanya pemisahan biji dengan daging dan kulit buah yang dikenal dengan proses pulping sebelum biji tersebut dikeringkan atau difermentasi. Proses ini membutuhkan alat utama berupa pulper. Metode pengolahan kering mengacu pada metode dimana biji kopi dikeringkan secara langsung dengan kulit dan daging buah.  Proses olah basah akan menghasilkan kopi Arabica bermutu tinggi dengan citarasa tinggi, sehingga harga jualnya menjadi lebih mahal. Karenanya, melalui fasilitasi alat olah kopi basah berupa pulper, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan daya saing kopi produksi perkebunan rakyat, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan demikian, produksi kopi olah basah sebagai salah satu komoditas unggulan perkebunan utama dijadikan sebagai indikator penanganan pasca panen di bidang perkebunan.  
Gambar 11. Menunjukkan peningkatan produksi kopi olah basah dari tahun 2011-2015. Peningkatan produksi ini didukung oleh fasilitasi alat olah kopi basah atau pulper dari Pemkab Banyuwangi. Peningkatan produksi kopi olah basah mengindikasikan penanganan pasca panen yang baik dengan kualitas dan daya saing yang lebih baik, sehingga diharapkan berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani kopi di perkebunan rakyat.
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	Gambar 11.
	Produksi kopi olah basah


Selain kopi olah basah, tembakau olahan merupakan produk lain perkebunan yang dihasilkan dari proses pasca panen. Tipe tembakau olahan berdasarkan bentuk keringya dibedakan menjadi tembakau krosok (leaf type) dan tembakau rajangan (slice type). Tembakau krosok bentuknya berupa lembaran daun tembakau, sedangkan tmbakau rajangan berupa rajangan daun tembakau. Jenis tembakau ini kebanyakan diusahakan oleh rakyat atau penduduk lokal setempat. Pembudidayaannya mulai dari penyemaian, penanaman, pemanenan dan pengolahan daun yang dilakukan oleh petani sendiri (swadaya). Oleh karena itu tembakau jenis ini hanya dikenal di Indonesia saja.
Industry rokok sebagai pasar utama bagi petani tembakau menghendaki tembakau dalam bentuk rajangan. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, petani memerlukan mesin Rajang tembakau. Dengan penggunaan mesin Rajang tembakau, maka tembakau dapat langsung dirajang setelah diperam terlebih dahulu. Tanpa bantuan mesin Rajang, petani memerlukan waktu yang lebih lama dalam melakukan perajangan secara manual dengan menggunakan pisau. Hal ini berpotensi menurunkan mutu dan kualitas tembakau dari segi warna, aroma maupun rasa akibat reaksi kimia yang terjadi selama daun terpapar udara saat menunggu perajangan. Implikasinya, harga jual tembakau yang dirajang secara manual juga akan lebih rendah, karena kualitasnya rendah. 

Oleh karenanya, pemerintah memfasilitasi mesin Rajang tembakau berikut kelengkapannya, berupa genset maupun widik sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas tembakau Rajang. Tingginya produksi tembakau Rajang berkorelasi positif dengan banyaknya mesin Rajang yang digunakan petani dalam produksi tembakau Rajang. Gambar 12. Menunjukkan peningkatan produksi tembakau tembakau olah sejalan dengan fasilitasi mesin Rajang oleh pemerintah. Peningkatan produksi tembakau olah, termasuk tembakau Rajang didalamnya menunjukkan penanganan pasca panen yang baik dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani pekebun.
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	Gambar 12.
	Produksi tembakau olah


Selain urusan pertanian, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.6 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Banyuwangi No.43 Tahun 2011 juga menangani urusan Kehutanan. Capaian kinerja urusan kehutanan selama lima tahun, yakni indikator rehabilitasi hutan dan lahan serta prosentase lahan kritis senantiasa melampaui target yang telah ditetapkan. 
Rehabilitasi lahan adalah suatu usaha memulihkan kembali, memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak supaya dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai lahan produksi, media pengatur tata air, ataupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang dilokasikan pada kerangka daerah aliran sungai. Kegiatan Rehabilitasi ini menempati posisi untuk mengisi kekosongan ketika sistem perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sistem budidaya lahan dan hutan, sehingga terjadi deforestasi serta degredasi fungsi hutan dan lahan. 

Definisi Rehabilitasi Hutan dan Lahan menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999, Rehabilitasi Hutan dan Lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL disosialisasikan sebagai program pemulihan lingkungan hidup yang telah rusak dan sudah menjadi lahan kritis. Kegiatan rehabilitasi hutan, di dalam kawasan hutan ini dikenal dengan sebutan reboisasi. Sedangkan pembangunan kebun kayu di lahan non hutan disebut penghijauan atau pembangunan hutan rakyat. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui kegiatan Penghijauan, Reboisasi, Pemeliharaan, Pengayaan tanaman, atau Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. 

Kegiatan reboisasi dan penghijauan pada umunya dilakukan pada tanah kritis dan areal bekas penebangan liar atau pembalakan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut membutuhkan bibit dalam jumlah besar dan berkualitas baik. Lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai pengatur media pengatur tata air, unsur produksi pertanian, maupun unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Lahan kritis juga merupakan suatu lahan yang kondisi tanahnya telah mengalami proses kerusakan fisik, biologi atau kimia yang pada akhirnya bisa membahayakan fungsi hidrologi, produksi, orologi, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi di sekelilingnya.

Gambar 13. Menunjukkan data prosentase rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015. Prosentase ini menunjukkan luas hutan dan lahan di kawasan hutan rakyat yang telah direhabilitasi dibandingkan luas hutan rakyat yang ada. Prosentase yang semnakin meningkat menunjukkan semakin luasnya hutan dan lahan di kawasan hutan rakyat yang telah direhabilitasi. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan berupa penyuluhan, sarana prasarana penyuluhan maupun peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan, fasilitasi bibit tanaman untuk pengembangan hutan tanaman, serta pengembangan hasil hutan non kayu. Pengembangan infrastruktur bidang kehutanan dalam rangka menjaga ekosistem lingkungan seperti dam penahan dan sumur resapan juga secara kontinyu dilaksanakan.
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	Gambar 13.
	Prosentase rehabilitasi hutan dan lahan


Gambar 14. Menunjukkan data prosentase lahan kritis di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015. Semakin rendahnya prosentase lahan kritis menujukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan kehutanan dalam rangka menurunkan kerusakan kawasan utan. Upaya ini dilakukan melalui pelaksanaan program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan serta program perencanaan dan pengembangan hutan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan, pengembangan sarana prasarana pengamanan hutan, serta pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat.
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	Gambar 14.
	Prosentase lahan krittis


Sebagaimana Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, kinerja pelayanan Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi dapat diukur berdasarkan target Renstra SKPD dan realisasi capaiannya selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Capaian RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 untuk Dinas Peternakan dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Capaian RPJMD Tahun 2011

1. Meningkatnya produksi telur tahun 2010 dengan produksi 7.099 ton/tahun, menjadi 8.916 ton/tahun di 2011 dengan capaian kinerja 79,62 %.
2. Meningkatnya produksi daging tahun 2010 dengan produksi 5.618 ton/tahun, menjadi 6.254 ton/tahun di 2011 dengan capaian kinerja 89,83 %.
3. Meningkatnya produksi susu tahun 2010 dengan produksi 377.710 ton/tahun, menjadi 537.845 ton/tahun di 2011 dengan capaian kinerja 70,22 %.
         Capaian RPJMD Tahun 2012

1. Meningkatnya produksi telur tahun 2011 dengan produksi 8.916 ton/tahun, menjadi 10.481 ton/tahun di 2012 dengan capaian kinerja 85,06 %.
2. Meningkatnya produksi daging tahun 2011 dengan produksi 6.254 ton/tahun, menjadi 9.017 ton/tahun di 2012 dengan capaian kinerja 69,35 %.
3. Meningkatnya produksi susu tahun 2011 dengan produksi 537.845 ton/tahun, menjadi 214.338 ton/tahun di 2012 dengan capaian kinerja 250 %.
Capaian RPJMD Tahun 2013

1. Menurunnya produksi telur tahun 2012 dengan produksi 10.481 ton/tahun, menjadi 9.806 ton/tahun di 2013 dengan capaian kinerja menurun 6 %.
2. Menurunnya produksi daging tahun 2012 dengan produksi 9.017 ton/tahun, menjadi 7.977 ton/tahun di 2013 dengan capaian kinerja menurun 11 %.
3. Meningkatnya produksi susu tahun 2012 dengan produksi 214.338 ton/tahun, menjadi 1.735.447 ton/tahun di 2013 dengan capaian kinerja 809 % 
         Capaian RPJMD Tahun 2014

1. Meningkatnya produksi telur tahun 2013 dengan produksi 9.806 ton/tahun, menjadi 10.553 ton/tahun di 2014 dengan capaian kinerja  107 %.
2. Meningkatnya produksi daging tahun 2013 dengan produksi 7.977 ton/tahun, menjadi 8.863 ton/tahun di 2014 dengan capaian kinerja  111 %.
3. Menurunnya produksi susu tahun 2013 dengan produksi 1.735.447 ton/tahun, menjadi 889.210 ton/tahun di 2014 dengan capaian kinerja menurun 48 % 
      Capaian RPJMD Tahun 2015 
1. Meningkatnya produksi telur tahun 2014 dengan produksi 10.553 ton/tahun, menjadi 11.068 ton/tahun di 2015 dengan capaian kinerja  104 %.
2. Meningkatnya produksi daging tahun 2014 dengan produksi 8.863 ton/tahun, menjadi 10.240.717 ton/tahun di 2015 dengan capaian kinerja  115 %.
3. Meningkatnya produksi susu tahun 2014 dengan produksi 889.210 ton/tahun, menjadi 1.031.351 ton/tahun di 2015 dengan capaian kinerja  115 %
Pembahasan selanjutnya yaitu terkait kinerja anggaran, kinerja anggaran ditinjau dari perbandingan antara target serapan dengan realisasi belanja.

Belanja Daerah di SKPD terdiri dari Komponen Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan), adapaun Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai (Honor), Belanja Barang dan jasa dan Belanja Modal. Ditinjau dari Alokasi / Plafond dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi di Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan data yang ada dapat dijabarkan mulai tahun 2012 – 2015 sebagai berikut : 
1). Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2012
Total Alokasi Anggaran Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dari kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun 2012 sebesar Rp. 27.499.077.445, adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 23.941.358.971,- atau mencapai 87,06 %.
2). Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2013
Total Alokasi Anggaran Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dari kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun 2013 sebesar Rp. 32.964.636.500, adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 30.064.118.523  atau mencapai 91,20 %.  

Dari kelompok belanja langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.388.659.500,-, terealisasi  Rp. 17.730.611.422,-  atau sebesar 86,96 % , meningkat sebesar  2,6 % dibanding tahun 2012 sebesar 84,74 %. 
3). Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2014
Alokasi APBD Kabupaten untuk Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 2014 sebesar Rp. 41.732.419.682,00, terdiri dari pagu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 16.324.103.850 dan Pagu Belanja Langsung sebesar Rp. 25.408.315.832. Belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 23.045.842.045 atau sebesar 90,70 % (meningkat 4,3 % dibanding tahun 2013). Adapun Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 14.117.168.489 atau sebesar 86,48 %. Dengan demikian, realisasi dari total anggaran sebesar Rp. 37.246.650.341,00 atau 89,25%.
4). Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015

Alokasi anggaran SKPD Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 sebesar Rp. 59.659.722.730,-. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.402.736.720,- dan Belanja Langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.256.986.010,-. Belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 42.613.103.253,- atau sebesar 96,29 % (meningkat 6,16 % dibanding tahun 2014). Adapun Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 13.859.119.530,- atau sebesar 89,98 %. Dengan demikian, realisasi dari total anggaran sebesar Rp. 56.472.222.783,- atau 94,66 %
    Ditinjau dari sumber daya anggaran (Alokasi dan Realisasi) Dinas Peternakan   berdasarkan data yang ada dapat dijabarkan mulai tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 

1). Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2011
Adapun anggaran dana belanja langsung yang dikelola adalah sebesar Rp. 1.669.143.850. Sedangkan realisasi sebesar 985.939.595,-/59,07%  capaian kinerja kegiatan sebesar  99 %.

2). Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2012
Adapun anggaran dana belanja langsung yang dikelola adalah sebesar Rp. 2.941.788.800,-. Sedangkan realisasi sebesar 2.341.687.542,-/79,6%  capaian kinerja kegiatan sebesar  80 %.
3). Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2013
Adapun anggaran dana belanja langsung yang dikelola adalah sebesar Rp. 4.681.048.500,-. Sedangkan realisasi sebesar 2.600.283.500,-/55,55%  capaian kinerja kegiatan sebesar  80 %.

4). Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2014
Alokasi anggaran Belanja Langsung SKPD pada tahun 2014 sebesar Rp. 4.459.475.500,- terealisasi sebesar Rp. 3.942.764.114,-  atau sebesar 88,41 %  dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 99,02 %.  

5). Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015
Alokasi anggaran Belanja Langsung SKPD pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.110.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.868.081.838,-  atau sebesar 68,46 %  dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 99,02 %.  
Pada evaluasi tersebut bidang peternakan mengelola dana sebesar Rp. 20.861.956.650,-  dan terealisasi sebesar Rp.  14.738.756.589,- Dari total dana Dinas Peternakan kabupaten Banyuwangi.  Tolok ukur inilah yang dipakai acuan untuk perencanaan tahun 2016-2021 selain dari kegiatan rutinitas SKPD.
Hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra PD ini adalah :

1) Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM yang menangani pertanian di Dinas Pertanian akibat mayoritas personal yang telah berusia lanjut dan purna tugas sementara regenerasi personal yang baru berjalan lambat. Termasuk masih lemahnya pemahaman dan kompetensi SDM di Dinas Pertanian terutama pejabat pengelola keuangan (PPK dan PPTK) terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa.
2) Kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat (dari aspek legal formal : belum berbadan hukum) serta sebagian besar masih berorientasi untuk mendapatkan fasilitasi bantuan dari pemerintah
3) Regulasi yang mewajibkan Kelompok Tani sebagai calon penerima hibah berbadan hukum Indonesia (SE Mendagri No 900 Tahun 2015) serta berusia minimal 3 (tiga) tahun (Permendagri Nomor 14 Tahun 2016).
4) Pendapatan peternak masih rendah dibandingkan sektor lain
Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi  1 - 5 tahun kedepan harus mendorong melalui program kegiatan untuk peningkatan pendapatan peternak karena merupakan sisi yang terkait langsung  dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu dalam kerangka peningkatan kesejahteraan peternak, prioritas utama adalah upaya meningkatkan pendapatan peternak yang masih rendah dibandingkan sektor lain. 
5) Rendahnya Kualitas SDM Petani Peternak
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan salah satu kendala yang serius dalam pembangunan peternakan, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah peternak yang tinggal di daerah pedesaan dan beternak dengan cara yang masih tradisional.
Kondisi ini juga masih dipengaruhi bahwa usaha peternakan masih merupakan usaha sampingan dan bukan merupakan usaha pokok,sehingga upaya untuk maju dirasakan masih kurang. Penguatan kelembagaan di sector peternak dapat membantu salah satu usaha peternakan sehingga upaya yang mengarah ke peternakan yang berwawasan agribisnis dan modern dapat segera terealisasikan. Kelompok ini sesungguhnya dapat lebih memegang peranan penting dalam seluruh proses pengembangan usaha peternakan. Dalam hal ini usaha untuk melangkah kedepan dan pengelolaan kelembagaan akan dapat berjalan dan berkembang.  Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kelompok yang masih termarginalisasi ini untuk dapat beraktivitas lebih di sector peternakan.
2.4.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian
Disamping permasalahan mendasar, pembangunan pertanian ke depan menghadapi berbagai tantangan yang menyangkut produksi dan produktivitas, bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian;  membudayakan penggunaan pupuk organik dan kimiawi secara berimbang dan bertahap untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah. membangun infrastruktur lahan dan air, perbenihan/ perbibitan, pembiayaan, pemenuhan kebutuhan pangan, Millenium Development Goals (MDGs), kebijakan harga, kelembagaan usaha ekonomi produktif, penyuluhan, citra pertanian, dan persaingan global, meningkatkan kemampuan pengendalian hama; pengendalian cara tanam padi-padi polowijo, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani kecil; memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di pedesaan, menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif. 

Pembangunan peternakan ke depan menghadapi berbagai tantangan yang menyangkut produksi, reproduksi dan produktivitas, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk peternakan; teknologi peternakan tepat guna, pengamanan terhadap produk bahan asal hewan, pengamanan kesehatan hewan, penyebaran ternak, penguatan kelembagaan, infrastruktur peternakan dan sistem penyuluhan peternakan yang efektif. 
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD menjadi prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kehutanan dan perkebunan yang baru terbentuk adalah mengupayakan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati oleh generasi penerus, peningkatan produktivitas padi, kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB. Demikian juga bidang kehutanan dengan prioritas rehabilitasi hutan dan lahan, menurunnya kerusakan kawasan hutan dan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB. Di sub bidang peternakan, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki citra peternakan agar kembali diminati oleh generasi penerus, peningkatan produksi dan produktivitas ternak, peningkatan produksi daging, susu, telur, menurunya angka kematian ternak, kejadian penyakit, peningkatan jumlah Pusat Kesehatan Hewan dan meningkatnya kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB.
BAB  III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian
Permasalahan merupakan ”gap expectation” antara kinerja yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal serta ancaman yang belum diantisipasi. Adapun permasalahan di bidang pertanian yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1) Belum optimalnya pemasaran hasil produksi pertanian
Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial dari sejumlah aktivitas yang berkesinambungan yang dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan rancangan produk, harga, promosi dan distribusi dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui penciptaan, penawaran 

dan pertukaran sesuatu yang bernilai pada kelompok sasaran. Pemasaran hasil produksi pertanian berarti kegiatan bisnis dimana produk yang dipasarkan adalah berupa komoditi pertanian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan harapan konsumen akan puas dengan mengkonsumsi komoditas tersebut. 

Komoditas pertanian memiliki sifat musiman, mudah rusak (perishable) dan jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif sedikit (bulky). Sifat tersebut akan mempengaruhi mekanisme pasar dalam pemasaran. Oleh karena itu, sering sekali terjadi harga produksi pertanian yang dipasarkan menjadi naik-turun (berfluktuasi) secara tajam sehingga sering menimbulkan kerugian di pihak petani atau produsen. Karena kejadian semacam ini maka petani atau produsen memerlukan kekuatan untuk melaksanakan pemasaran ini. Permasalahan lain yang menyebabkan belum optimalnya pemasaran hasil produksi pertanian antara lain : lemahnya infrastruktur, lemahnya informasi pasar, skala pasar pertanian yang relatif kecil, kurangnya pengetahuan, misalnya grading dan standarisasi, tingginya biaya transaksi, lemahnya produsen (petani) dalam memanfaatkan peluang pasar, produsen (petani) melakukan usahatani tidak berdasarkan pada permintaan pasar, melainkan karena usahatani yang diusahakan secara turun temurun.
2) Belum efektif dan efisiennya sarana dan prasarana pertanian dalam menunjang produktivitas
Hal ini dapat disebabkan oleh masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi budidaya maupun pasca panen pertanian yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk pertanian. Selain kualitas / kapasitas SDM petani yang secara umum masih rendah, terbatasnya infrastruktur pertanian (jalan pertanian) sebagai media mobilisasi alat dan mesin pertanian menuju lahan pertanian serta kurang optimalnya fungsi lembaga penyuluhan juga menjadi akar masalah rendahnya sistem alih teknologi. Akibatnya, pemanfaatan teknologi dalam rangka menunjang peningkatan produktivitas dan produksi pertanian kurang dapat dioptimalkan, kendati fasilitas alat dan mesin pertanian modern sudah berupaya dilakukan secara maksimal.
3) Masih lemahnya kelembagaan petani (kelompok tani) dan penyuluh
Masih lemahnya kelembagaan petani (kelompok tani) hingga saat ini menjadi salah satu penyebab masih lemahnya kekuatan atau bargaining position petani selaku produsen atau pelaku pemasaran. Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Hortikultura, LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat), Penggerak Masyarakat Desa, Perhimpunan Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan. Sementara itu, lembaga pendukung untuk petani  terutama lembaga penyuluhan pertanian sudah kurang berfungsi sehingga menurunkan efektivitas pembinaan, dukungan dan diseminasi teknologi dalam rangka meningkatkan penerapan teknologi dan efisiensi usaha petani.
4) Lemahnya dukungan permodalan bagi petani/peternak
Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/ lembaga keuangan formal, diantaranya akibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih “rentenir” yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi arus tunai (cash flow) dan kesejahteraan petani. Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal yang kebanyakan berada di daerah perkotaan dengan masyarakat petani yang tersebar di perdesaan. Sementara menunggu perbankan lebih berpihak kepada pertanian, maka pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan perlu dilakukan. Pada akhirnya lembaga ini diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani perdesaan. Namun pengembangan lembaga ini membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan manajemen dan seed capital kepada 24 kelompok atau gabungan kelompok yang sudah benar-benar siap dirintis untuk tumbuh menjadi lembaga keuangan mikro di pedesaan. Akibatnya, kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat (dari aspek legal formal : belum berbadan hukum) serta sebagian besar masih berorientasi untuk mendapatkan fasilitasi bantuan dari pemerintah
5) Rendahnya Kualitas SDM Pertanian

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan semakin berkurangnya upaya pendampingan dalam bentuk penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, melihat kemiskinan di pedesaan telah menjadikan mereka kurang tertarik lagi bekerja dan berusaha di sektor pertanian, sehingga mengakibatkan semakin tingginya urbanisasi ke perkotaan. Kondisi ini hanya dapat ditekan dengan mengembangkan agroindustri pertanian di pedesaan, karena dapat membuka peluang keterlibatan peran seluruh pelaku, termasuk kelompok pemuda dan wanita di pedesaan. Kelompok ini sesungguhnya dapat lebih memegang peranan penting dalam seluruh proses produksi usaha tani seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa pelayanan alat dan mesin pertanian, usaha indusri pasca panen dan pengolahan hasil, usaha jasa transportasi hasil pertanian, pengelolaan lembaga keuangan mikro, konsultan manajemen agribisnis serta tenaga pemasaran produk agroindustri.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kelompok yang masih termarginalisasi ini untuk dapat beraktivitas di sektor pertanian on Farm dan off-farm. Beberapa bidang usaha yang sangat terbuka untuk dikembangkan adalah usaha penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, usaha penangkaran bibit dan benih, perbengkelan alat dan mesin pertanian, pelayanan jasa alsintan, konsultan penyuluhan pertanian, analisis kredit perbankan serta pengelolaan lembaga keuangan mikro di perdesaan.
6) Laju konversi lahan pertanian ke non pertanian yang cenderung meningkat
Dewasa ini, keberlanjutan sektor pertanian–tanaman pangan tengah dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai real estate, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas

industri lainnya daripada ditanami tanaman pangan. Laju konversi lahan sawah secara nasional mencapai angka 100 ribu hektar per tahun. Sedangkan kemampuan pemerintah dalam pencetakan sawah baru masih terbatas dalam beberapa tahun terakhir ini dengan kemampuan 40 ribu hektar pertahun. Dengan demikian, jumlah lahan yang terkonversi belum dapat diimbangi dengan laju pencetakan sawah baru.  Konversi lahan sawah sekitar 80 % terjadi di wilayah sentra produksi pangan nasional yaitu Pulau Jawa. Hal ini berdampak pada persoalan ketahanan pangan, mau tidak mau harus didukung oleh lahan yang produktif. 

Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) terutama dalam penyediaan peraturan perlindungan bagi lahan pertanian. Beragam kebijakan dikeluarkan Pemerintah untuk mendorong ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan, termasuk memberikan insentif dan perlindungan, atau melarang konversi lahan pertanian produktif, agar lahan pertanian tidak terus menerus berkurang tanpa terkendali. 

Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian tanaman pangan secara efektif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Namun pada kenyataannya konversi lahan pertanian ke perumahan dan industri terus berlangsung. Hal ini

menjadi tantangan yang cukup berat bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan. Oleh karena system atau cara perlindungan yang diberikan terhadap petani mulai dari aspek proses produksi sampai aspek pemasaran hasil dan system perdagangannya perlu dikembangkan lebih lanjut.
Menyikapi hal tersebut, melalui kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Tahun 2014, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri UNEJ melakukan pendataan luas lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi. Sebagai langkah lanjutan, pada Tahun 2016, kerjasama ini akan dijalankan kembali dalam bentuk Pemutakhiran Data LP2B sebagai data dasar penyusunan Perda LP2B di Kabupaten Banyuwangi.
7) Anomali iklim yang berpotensi mempengaruhi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
Sektor pertanian perlu beradaptasi terhadap perubahan iklim karena seiring dengan semakin tingginya suhu bumi dan berubahnya pola presipitasi, juga terjadi perubahan zona iklim dan pertanian serta perubahan pola produksi pertanian. Dampak perubahan iklim sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satu sektor yang paling terpengaruh dengan perubahan iklim adalah sektor pertanian. Perubahan iklim akan berdampak pada pergeseran musim, yakni semakin singkatnya musim hujan namun dengan curah hujan yang lebih besar. Sehingga, pola tanam juga akan mengalami pergeseran. Perpaduan antara meningkatnya suhu rata-rata dan siklus hidrologi yang terganggu menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan musim hujan yang lebih intensif namun lebih pendek. Meningkatnya siklus anomali musim kering dan hujan dan berkurangnya kelembaban tanah akan menganggu sektor pertanian. 
Perubahan iklim akan mempengaruhi hasil panen yang kemungkinan besar akan berkurang disebabkan oleh semakin keringnya lahan akibat musim kemarau yang lebih panjang. Disamping itu kerusakan juga terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi yang berdampak pada banjir dan tanah longsor serta angin. Fluktuasi suhu dan kelembaban udara yang semakin meningkat juga mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan organisme pengganggu tanaman. Pada skala yang ekstrem, berkurangnya hasil panen dapat mengancam ketahanan pangan. Selain itu, kebutuhan irigasi pertanian juga akan semakin meningkat namun disaat yang sama terjadi kekurangan air bersih karena mencairnya es di kutub yang menyebabkan berkurangnya cadangan air bersih dunia. Hal ini dapat berujung pada kegagalan panen berkepanjangan yang juga dapat berpengaruh pada ketahanan pangan.
8) Adanya ancaman penyakit yang strategis baik yang sporadi maupun exotis baik pada ternak besar, ternak kecil maupun unggas
Lalu lintas ternak antar kabupaten maupun antar propinsi memungkinkan adanya mutasi penyakit. Oleh karenanya, diperlukan adanya penambahan unit pusat kesehatan hewan (puskeswan) di seluruh wilayah kabupaten Banyuwangi.

9) Perlunya optimalisasi kesehatan masyarakat veteriner
Dalam rangka optimalisasi kesehatan masyarakat veteriner, diperlukan adanya penambahan unit Rumah Potong Hewan sehingga konsumen akan mendapatkan produk bahan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal. Selain itu juga diperlukan peningkatan pengawasan terhadap obat hewan yang beredar di masyarakat. 
10)   Penurunan populasi ternak
Penurunan populasi terutama sapi betina sebagai pabrik biologis sangat dikhawatirkan akan menurunkan populasi ternak secara umum. Oleh karenanya, diperlukan pemanfaatan teknologi untuk mendukung usaha peternakan serta optimalisasi sistem kelembagaan yang belum baik dari sistem maupun manajemen.
Oleh karenanya, Renstra PD Tahun 2016-2021 masih terus mengupayakan peningkatan produksi dan kualitas (penanganan pasca panen) komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sebagai antisipasi penurunan produksi akibat berbagai permasalahan di atas mengingat hal ini juga dapat berimplikasi pada penurunan pendapatan dan kesejahteraan petani/peternak. Hal ini disebabkan, nilai pendapatan petani dapat bersumber dari usaha pertanian dan usaha non pertanian. Nilai pendapatan yang bersumber dari usaha pertanian akan diperoleh dari selisih nilai penjualan komoditas usahatani yang dihasilkan dengan biaya usahatani yang dikeluarkan. Nilai penjualan hasil usahatani akan ditentukan oleh volume produksi yang dihasilkan serta harga jual. Makin besar volume produksi yang dihasilkan serta makin tinggi kualitasnya, maka makin besar pula volume fisik yang dapat dijual, sehingga patut kiranya jika peningkatan produksi dan kualitas menjadi perhatian PD dalam menunjang pertumbuhan ekonomi pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani/peternak.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Program  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Mendasar pada Visi Bapak Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 – 2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumberdaya Manusia”, 

Misi untuk mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
2) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal

3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan social

4) Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan public yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi.

Adapun misi kedua yang diamanatkan pencapaiannya pada Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi  yaitu : ” Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal “
Tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian (meliputi sub bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan). Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas Pertanian, mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian;
b.pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian; 

d. pelaksanaan administrasi dinas pertanian; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
Sasaran Strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut : 

1)   Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula 

Ada 3 (tiga) komoditas yang dijadikan target swasembada, yaitu padi, jagung dan kedelai sebagai komoditas pangan utama. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Pemerintah berharap, produksi padi, jagung dan kedelai tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, melainkan juga dapat menjadi komoditas ekspor. 

Sedangkan  2 (dua) komoditas lainnya, yakni gula dan daging ditargetkan meningkat produksinya. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga. Ke depan, daging dan gula juga diharapkan terus meningkat produksinya hingga mampu mencapai swasembada.

2) Peningkatan diversifikasi pangan

Diversifikasi pangan merupakan salah satu upaya dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Diversifikasi pangan tidak saja dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pangan masyarakat.

3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor 

Sasaran antara dari peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah berkembangnya agroindustri terutama di pedesaan dari produk-produk unggulan pertanian serta meningkatnya jumlah sertifikasi produk pertanian. Sedangkan sasaran akhir dari peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian.

4) Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi

Sasaran penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku untuk industri dan energi terbarukan dari komoditas pertanian. Beberapa komoditi yang dapat dijadikan bahan baku bioindustri dan bioenergi, diantaranya kelapa sawit, kelapa dan ubi kayu.

5) Peningkatan pendapatan keluarga petani.

Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Walaupun demikian tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani secara otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantung pada nilai pengeluaran yang harus dibelanjakan keluarga petani serta faktor-faktor non-finansial seperti factor sosial budaya. Walaupun demikian, sisi pendapatan petani merupakan sisi yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani, prioritas utama Kementerian Pertanian adalah upaya meningkatkan pendapatan petani.

Dalam upaya peningkatan pendapatan petani, tidak saja melalui peningkatan produktivitas hasil pertaniannya tapi juga melalui peningkatan produktivitas per petani. Untuk itu perlu dilakukan terobosan manajemen usahatani yang memberikan efisiensi pengelolaan usahatani, baik melalui usahatani sistem korporasi ataupun dengahn sistem terobosan lainnya. Upaya ini untuk mengurangi petani gurem yang hanya mengusahakan kurang dari setengah hektar lahan, sehingga mampu mengusahakan lahan hingga seluas 2 hektar.

6) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Aparatur pemerintah merupakan mesin penggerak roda sistem pemerintahan. Oleh karenanya, kualitas SDM aparatur pemerintah sangat berpengaruh pada kinerja serta kualitas implementasi program kegiatan guna pencapaian sasaran yang telah dirumuskan.

Adapun sasaran strategis dalam Dokumen Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan penerapan teknologi budidaya yang baik dan ramah lingkungan (aman bagi pekerja, aman terhadap lingkungan dan aman dikonsumsi)
2) Peningkatan luas panen (ha), produksi (ton), produktivitas (ku/ha) tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Timur
3) Tersedianya benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat dan memenuhi sesuai syarat 6 tepat (tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu, harga)
4) Peningkatan kualitas produk tanaman pangan dan hortikultura yang berdaya saing tinggi untuk mencukupi pasar domestik dan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan petani

Sedangkan sasaran strategis dalam Dokumen Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 

1) Peningkatan populasi dan produksi ternak

Salah satu usaha untuk mencapai peningkatan populasi adalah dengan menambah jumlah ternak yang ada di wilayah jawa timur.  Pelaksanaan kegiatan dapat berupa kegiatan penambahan ternak dengan mendatangkan ataupun memasukkan ternak dari luar wilayah sehingga dapat diharapkan penambahan volume ternak dapat terpenuhi.   Penambahan populasi ternak sangat diharapkan pada betina yang merupakan abrik biologis untum penambahan populasi ternak di masa yang akan datang.

2) Pencapaian pengamanan produk bahan asal hewan dan asal bahan hewan. 

Produk bahan asal hewan ataupun asal bahan hewan merupakan produk yang dimanfaatkan konsumen untuk kebutuhan sehari  hari.  Untuk itu perlu adanya pengamana dan pengawasan terdapat produk bahan asal hewan ataupun asal bahan hewan yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat dapat terlindungi dan mendapatkan produk yang aman, sehat, utuh dan halal.
3) Pencapaian pengamanan dan keamanan kesehatan hewan.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan peternakan adalah kesehatan hewan. Perlu adanya pengamanan dan peningkatan keamanan terhadap penyakit hewan yang sprodis ataupun exotis sehingga ternak dapat berproduksi, bereproduksi secara maksimal.
4) Penguatan sistem kelembagaan dan menejemen yang tangguh

Sistem kelembagaan yang tangguh adalah dimana terbentuk kelompok kelompok ternak dengan basis peternakan yang dapat memberikan motivasi dalam pengembangan usaha peternakan.  Kelembagaan yang tangguh akan meningkatkan jaringan yang sinergis sehingga penerapan pembangunan peternakan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat  mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari Sasaran jangka menengah Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah : 

· Faktor penghambat

1) Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM yang menangani pertanian di PD akibat mayoritas personal yang telah berusia lanjut dan purna tugas sementara regenerasi personal yang baru berjalan lambat, sementara akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan sangat diperlukan dalam keberhasilan implementasi program dan kegiatan guna pencapaian sasaran. 
2) Masih kurang optimalnya upaya peningkatan keterampilan teknis.
3) Kelembagaan petani / peternak yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat (dari aspek legal formal : belum berbadan hukum) serta sebagian besar masih berorientasi untuk mendapatkan fasilitasi bantuan dari pemerintah sementara eksistensi kelompok tani yang berwawasan jauh ke depan sangat diperlukan demi terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani yang menjadi muara tujuan dari seluruh program kegiatan yang dirumuskan.
4) Efek stimulasi untuk pengembangan sektor peternakan baik sistem dan menejemen yang masih perlu ditingkatan;

5) Sarana prasarana teknis yang masih dirasakan kurang
· Faktor pendorong

1) Pembentukan PD baru yang lebih efektif dengan fokus pada urusan pertanian, yakni Dinas Pertanian dengan cakupan pelayanan meliputi sub bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan.

2) Kebijakan anggaran dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan Pusat bisa bertambah secara proporsional ketika OPD sudah selaras dengan organisasi Kementerian dan Dinas Propinsi Jawa Timur.

3) Meningkatnya alokasi APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN dari tahun ke tahun sebagai sumber pembiayaan program dan kegiatan SKPD guna terwujudnya revitalisasi pertanian.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

Banyuwangi dengan luas wilayah 578.250 Ha didominasi oleh kawasan tidak terbangun berupa hutan, sawah dan lain sebagainya. Potensi pertanian, kehutanan dan perkebunan menjadi salah satu andalan Kabupaten di pesisir Pulau Jawa ini. Namun demikian, seiring dengan perkembangan wilayah, saat ini Kabupaten Banyuwangi dihadapkan pada tantangan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian untuk kepentingan pemukiman/perumahan dan industri. Di satu sisi, berkembangnya ruang untuk kepentingan pembangunan tersebut berdampak positif bagi perkembangan ekonomi. Namun disisi lain, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang berimplikasi pada menurunnya produksi pertanian serta rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, Pemkab Banyuwangi berupaya meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan mensinergikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagaimana dituangkan dalam visi, misi dan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi.

Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah : “ Terwujudnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten berbasis pada potensi sumberdaya alam daerah yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan harmonisasi antara pengelolaan kawasan budidaya, kawasan lindung dan pengendalian kawasan rawan bencana.” Sedangkan misi penataan ruang di Kabupaten Banyuwangi, salah satunya adalah : Mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya lokal berupa pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapaun tujuan penataan ruang wilayah di Kabupaten Banyuwangi adalah “Mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian bersinergi dengan pengembangan perikanan, pariwisata, industry, perdagangan dan jasa yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dengan demikian, strategi pembangunan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1) Strategi Penataan Pola Ruang Wilayah Kabupaten 

Pemanfaatan ruang wilayah diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pemanfaatan kawasan lindung terdiri atas: kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan perlindungan bawahan, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan rawan bencana alam. Sedangkan kawasan budidaya terdiri atas: kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pertambangan, dan kawasan perdagangan/jasa. Strategi penataan pola ruang wilayah peternakan di Kabupaten Banyuwangi difokuskan pada daerah yang memiliki sentra sentra kawasan peternakan.  Perhitungan mengenai sumber daya alam merupakan salah satu faktor utama dalam penentuan kawasan peternakan.  Sentra peternakan sapi potong, sentra peternakan sapi perah, sentra peternakan sapi bibit dan sentra peternakan kambing dan domba.  Kawasan tersebut  juga disesuaikan dengan sumber daya manusia yang merupakan subyek dari pelaksana kegiatan pembangunan peternakan.
2) Strategi Penataan Kawasan Lindung  

a) Pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi untuk melindungi kawasan bawahnya (fungsi hidrologis), melindungi kawasan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna ekosistemnya, serta melindungi kawasan yang rawan terhadap bencana alam. 

b) Pemanfaatan ruang pada kawasan lindung sangat dibatasi agar sesuai dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan, dalam mengupayakan tercapainya kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembangunan. Kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan lindung pada prinsipnya dapat dilanjutkan sejauh tidak mengganggu kepentingan fungsi lindungnya.

3) Strategi Penataan Kawasan Budidaya  

a) Penataan kawasan budidaya dimaksudkan agar kegiatan yang dikembangkan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat secara merata di Kabupaten Banyuwangi.

b) Strategi penataan kawasan budidaya pada dasarnya memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

c) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya diarahkan agar tidak terjadi konflik antar kegiatan/sektor. Dalam kaitannya dengan permasalahan percampuran antar beberapa kegiatan budidaya atau rencana sektoral yang telah ada, maka perlu adanya pengendalian pemanfatan ruang sebagai suatu bagian dari mekanisme pengelolaan tata ruang.
d) Strategi penataan Kawasan budidaya sapi  difokuskan pada daerah perkebunan dan daerah kawasan sekitar hutan seperti wilayah Wongsorejo, Glenmore, Licin, Pesanggaran dan Purwoharjo.  Hal ini didasari pada ketersediaan sumber daya alam berupa hijauan makanan ternak.  Demikian juga dengan sumber daya manusia yang merupakan kultur budaya masyarakat peternakan merupakan salah satu faktor strategi penataan kawasan budidaya. Demikian juga dengan penataan kawasan kambing, domba maupun unggas diperlukan kawasan penataan untuk menjaga kelestarian hasil hasil peternakan. Kawasan peternakan babi difokuskan pada daerah non muslim dan wilayah selatan kabupaten Banyuwangi yang terfokus pada kecamatan Rogojampi.  Hal ini untuk menghindari konflik horizontal di masyarakat, dan suasana kondusif masih tetap terjaga.
4)  Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

a) Strategi pengembangan kawasan strategis ekonomi meliputi penetapan kawasan strategis pertanian tanaman pangan dengan usaha pencetakan lahan sawah baru; Penetapan kawasan hortikultura dimaksudkan agar kwalitas, kwantitas serta kontinyuitas produk hortikultura sesuai dengan kebutuhan pasar,  penetapan kawasan strategis perikanan yang berupa pertambakan dan pengembangan perikanan rakyat; dan penetapan kawasan strategis industri. Selain pengembangan usaha peternakan secara tradisional, juga ditekankan pada pengembangan kawasan peternakan secara modern, berkelanjutan dan lestari dengan memanfaatkan limbah peternakan.
b) Strategi pengembangan kawasan strategis lainnya meliputi pengembangan agropolitan yang berpusat di Bangorejo yang terintegrasi dengan sistem agropolitan Ijen, pengembangan kawasan pariwisata yang ditetapkan pada 3 (tiga) obyek wisata unggulan yaitu Kawah Ijen, Pantai Plengkung dan Sukamade .

Dengan adanya Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi sangat membantu tugas pokok dan fungsi SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa bidang pertanian, meliputi tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan. Program kegiatan pembangunan pertanian secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan lebih terjaga karena sudah ada rambu-rambu tentang penetapan kawasan pembangunan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis sebagai hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi adalah : 

1. Fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian.
Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, dikemukakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor unggulan kabupaten dengan kontribusi dalam PDRB Total Kabupaten Banyuwangi mencapai 49 %. Hal ini mengindikasikan pentingnya peranan sektor pertanian dalam perekonomian daerah. Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Peranan tersebut antara lain: meningkatkan penerimaan daerah, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri dalam daerah  serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
2. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

· Masih adanya ancaman penyakit yang strategis baik yang sproradi maupun exotis baik pada ternak besar, ternak kecil maupun unggas

· Lalu lintas ternak antar kabupaten maupun antar propinsi yang memungkinkan adanya mutasi penyakit 

· Perlunya penambahan unit pusat kesehatan hewan (puskeswan) di seluruh wilayah kabupaten Banyuwangi.

· Perlu adanya penambahan unit Rumah Potong Hewan sehingga konsumen akan mendapatkan pproduk bahan asla hewan yang amman, sehat, utuh dan halal.

· Perlunya peningkatan pengawasan terhadap obat hewan yang beredar di masuarakat.

· Belum optimalnya pengawasan dan pengaman terhadap produk olahan asal bahan hewan.
3. Budidaya dan kelembagaan

· Penurunan populasi terutama sapi betina sebagai pabrik biologis sangat dikhawatirkan akan menurunkan populasi ternak secara umum.

· Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung usaha peternakan.

· Sistem kelembagaan yang belum optimal baik dari sistem maupun menejemen
Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Sehingga, pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya disebabkan oleh fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian sebagai salah satu sektor dominan. Di sektor pertanian, sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian masih belum dimanfaatkan secara efisien dan efektif, sehingga berimplikasi pada masih belum optimalnya produksi serta pemasaran hasil produksi pertanian. Hal ini menyebabkan terhambatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui komoditas pertanian. 

Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sarana produksi dalam rangka peningkatan produktivitas serta produksi hasil pertanian. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana produksi pertanian juga akan berimplikasi pada meningkatnya kualitas hasil produksi pertanian yang mampu meningkatkan daya saing serta dominasi produk pertanian di pasar yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.
BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN 
4.1.  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian
Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi PD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.


Dalam rangka pencapaian misi ” Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal “, maka tujuan  pembangunan ditetapkan sebagai : ” Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif ”. Sedangkan tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi adalah : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memenuhi kriteria ”SMART”, yaitu Specific (khusus), Measureable (terukur), attainable (dapat dicapai),  Realistic (nyata) dan Time bound (tepat waktu).

Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian tahun 2016 – 2021 adalah Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, dengan indikator sasaran (IKU) SKPD : Persentase pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB.
Kesesuaian Visi, Misi RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran PD menentukan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam visi misi Bupati terpilih. Adapun konsistensi tersebut dapat dijabarkan dalam matriks berikut ini :  
Tabel  4 . Konsistensi Visi, Misi RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran PD

	NO
	VISI : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Mulia

Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumberdaya Manusia

	
	MISI
	TUJUAN SKPD
	SASARAN SKPD
	INDIKATOR SASARAN SKPD
	TARGET KINERJA TAHUN

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	2
	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbabsis potensi sumber daya alam dan kearifan local


	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian 
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian
	Prosentase pertumbuhan sector pertanian dalam PDRB
	3.25
	3.33
	3.41
	3.49
	3.57


4.2. Strategi dan Kebijakan
Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis. Penyusunan Strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai hendaknya didahului dengan identifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yakni dari lingkungan internal dan eksternal SKPD. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity dan threats). 

Analisis SWOT merupakan jenis analisis yang digunakan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun pada saat bersamaan dapat meminimumkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis (strategi dan kebijakan) dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran.
Berdasarkan analisis SWOT dengan  faktor internal maupun eksternal yang sudah diidentifikasi  Kekuatan/Strength, kelemahan/Weakness, Kesempatan/ Opportunisties dan Ancaman/Threats), maka sasaran strategi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Strategi S – O yaitu strategi yang  menggunakan Kekuatan untuk meraih Peluang

2. Strategi W – O yaitu strategi yang menekan Kelemahan untuk meraih Peluang

3. Strategi S – T  yaitu strategi yang menggunakan Kekuatan untuk mengahadapi Ancaman

4. Strategi W - T, yaitu strategi yang menekan Kelemahan untuk  menghadapi  Ancaman

Berdasarkan interaksi pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal dengan mengacu pada kata kunci tersebut, maka dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Analisis SWOT Lingkungan Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi
	  
	INTERNAL

	
	KEKUATAN (Strengths)
	KELEMAHAN (Weakness)

	
	1. Tersedianya sumber daya aparatur SKPD

2. Adanya kelembagaan dan dukungan perangkat hukum/regulasi

3. Tersedianya aset (gedung, bangunan, peralatan, perlengkapan administrasi) dalam menunjang pelaksanaan program kegiatan

4. Tersedianya akses informasi ke provinsi dan pusat

5. Dukungan pendanaan bersumber APBD Kabupaten

6. Terpenuhinya Kebutuhan dasar Administrasi Perkantoran
	1. Rendahnya kualitas SDM pertanian

2. Lemahnya kelembagaan petani (kelompok tani) 

3. Belum efektif dan efisiennya sarana dan prasarana pertanian dalam menunjang produktivitas

4. Belum optimalnya pemasaran hasil produksi pertanian

5. Pemanfaatan hutan yang melebihi daya dukung sehingga membahayakan pasokan air yang menopang keberlanjutan produksi hasil pertanian

6. Rendahnya pemanfaatan dan nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan

	EKSTERNAL


	PELUANG (Opportunity)
	STRATEGI - SO
	STRATEGI - WO

	
	1. Luasnya Lahan Pertanian yang potensial dan produktif

2. Jumlah pelaku usaha pertanian yang tinggi

3. Penyelenggaraan festival, pameran, exhibiton atau expo dalam dan luar daerah  sebagai sarana promosi produk pertanian

4. Keanekaragaman hayati

5. Meningkatnya permintaan pasar

6. Pertambahan jumlah penduduk

7. Perkembangan teknologi pertanian
8. Tingkat layanan publik sudah baik
	Menciptakan Tata Kelola Profesional Melalui Pemenuhan Kebutuhan dasar Administrasi Perkantoran


	Meningkatkan kapasitas aparatur pertanian guna menunjang optimalisasi pemanfaatan potensi pertanian

	
	TANTANGAN (Threats)
	STRATEGI - ST 
	STRATEGI - WT 

	9. 
	1. Lemahnya dukungan permodalan bagi petani

2. Laju konversi lahan pertanian ke non pertanian yang cenderung meningkat

3. Anomali iklim yang berpotensi mempengaruhi produksi pertanian, hortikultura dan perkebunan

4. Fluktuasi harga pasar yang sulit dikendalikan

5. Penetrasi kekuatan ekonomi pasar global (AFTA, MEA, dll)

6. Kerusakan lingkungan akibat degradasi kualitas ekosistem

7. Tingkat investasi masyarakat masih rendah

8. Regulasi / peraturan perundangan

9. Rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian

10. Meningkatnya tuntutan pelaksanaan good governance
	Meningkatkan peran kelembagaan dalam menyediakan regulasi untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian, dan menumbuhkan minat dan investasi masyarakat dalam usaha pertanian.

	Optimalisasi pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia pelaku pertanian guna peningkatan dominasi pasar produk unggulan pertanian




Keterangan :

S – O

: Menggunakan kekuatan (S=Strenght) untuk mencapai peluang  O = (Opportunity)

W – O
: Menekan kelemahan (W=weakness) untuk mencapai peluang  O=Opportunity)

S – T
: Menggunakan kekuatan (S=Strenght) untuk menghadapi Ancaman (T=threat)

W – T
: Menekan kelemahan (W=weakness) untuk menghadapi Ancaman (T=threat)


Kerangka Analisis Strategi dan Kebijakan
Berdasarkan analisis di atas, diperoleh 4 (empat) alternatif strategi sebagai berikut :

1) Menciptakan Tata Kelola Profesional Melalui Pemenuhan Kebutuhan dasar Administrasi Perkantoran

2) Meningkatkan kapasitas aparatur pertanian guna menunjang optimalisasi pemanfaatan potensi pertanian

3) Meningkatkan peran kelembagaan dalam menyediakan regulasi untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian, dan menumbuhkan minat dan investasi masyarakat dalam usaha pertanian.

4) Optimalisasi pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia pelaku pertanian guna peningkatan dominasi pasar produk unggulan pertanian

Issue strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya pada hakekatnya merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal. Dinamika lingkungan internal menjadi sumber informasi adanya kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), sedangkan dinamika lingkungan eksternal menjadi sumber informasi peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Identifikasi kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T) menjadi landasan untuk menyusun alternatif strategi dan kebijakan yang selanjutnya diformulasikan kembali menjadi pilihan strategi dan kebijakan.
Selanjutnya, dari 4 (empat) alternatif strategi tersebut, diformulasikan 2 (dua) pilihan strategi sebagai strategi SKPD dalam dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1) Menciptakan Tata Kelola Profesional Melalui Pemenuhan Kebutuhan dasar Administrasi Perkantoran

2) Optimalisasi pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia pelaku pertanian guna peningkatan dominasi pasar produk unggulan pertanian

Melalui strategi pilihan tersebut, diharapkan mampu menjawab sasaran strategis PD, yakni : Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, dengan indikator : Prosentase pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB.
Merujuk pada strategi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberapa kebijakan teknis untuk mendukung implementasi strategi tersebut. Kebijakan disusun menggunakan snalisis Balanced Score Card (BSC) yaitu menggunakan analisis empat perspektif meliputi perspektif masyarakat, perspektif Bisnis process, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Kebijakan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

	Strategi 1:

Optimalisasi pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia pelaku pertanian guna peningkatan dominasi pasar produk unggulan pertanian



	No
	Perspektif
	Kebijakan Umum
	Program

	1
	Perspektif 1:

Masyarakat
	Peningkatan ketersediaan dan daya saing produk unggulan pertanian di pasar
	Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Tanaman Pangan

	
	
	
	Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Perkebunan dan Hortikultura

	
	
	
	Program Peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau (DBHCHT)

	
	
	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

	
	
	
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

	
	
	
	Program Peningkatan Produksi Ternak

	2
	Perspektif 2:

Proses Internal
	-
	-

	3
	Perspektif 3:

Kelembagaan
	
	

	4
	Perspektif 4: Keuangan
	-
	-

	Strategi 2:

Menciptakan Tata Kelola Profesional Melalui Pemenuhan Kebutuhan dasar Administrasi Perkantoran



	No
	Perspektif
	Kebijakan Umum
	Program

	1
	Perspektif 1: Masyarakat
	-
	-

	2
	Perspektif 2: Proses Internal
	Meningkatkan Operasional Administrasi Perkantoran yang Efektif dan efisien


	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

	
	
	
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



	3
	Perspektif 3: Kelembagaan
	-
	-

	
	
	
	

	4
	Perspektif 4: Keuangan
	-
	-


Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarakan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan.  Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang dikerjakan. Dengan arah kebijakan, strategi dapat dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Untuk Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, strategi pilihan tersebut dijalankan secara bersama tiap tahunnya dengan peningkatan kuantitas dan kualitas dalam setiap tahun, sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 16.

	SASARAN STRATEGIS SKPD
	ARAH KEBIJAKAN SKPD

	
	TH.2016
	TH.2017
	TH.2018
	TH.2019
	TH.2020

	


	
	
	
	
	


Gambar  16. Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kebijakan didefinisikan sebagai arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat / Daerah untuk mencapai tujuan. Sedangkan strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan menggambarkan keterkaitan antara bidang di PD dengan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program di PD berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Untuk itu diperlukan kebijakan di PD agar dapat merangkaikan program di PD. Hubungan antara kebijakan dan program berdasarkan strategi guna menunjang pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6. Keterkaitan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program PD
	No.
	Sasaran SKPD
	Strategi
	Kebijakan
	Program

	1.
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian 


	Optimalisasi pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia pelaku pertanian guna peningkatan dominasi pasar produk unggulan pertanian


	Peningkatan ketersediaan dan daya saing produk unggulan pertanian di pasar
	Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Tanaman Pangan

	
	
	
	
	Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Perkebunan dan Hortikultura

	
	
	
	
	Program Peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau (DBHCHT)

	
	
	
	
	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

	
	
	
	
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

	
	
	
	
	Program Peningkatan Produksi Ternak

	
	
	Menciptakan Tata Kelola Profesional Melalui Pemenuhan Kebutuhan dasar Administrasi Perkantoran


	Menikatkan Operasional Administrasi Perkantoran yang Efektif dan efisien


	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

	
	
	
	
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


Program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan ke dalam kegiatan atau program SKPD sesuai nomenklatur yang ada dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan mendapatkan amanat untuk melaksanakan Program Strategis Kepala Daerah di dalam Misi 2 RPJMD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 7. Definisi Agenda Politik Kepala Daerah ke Dalam Program PD
	Misi
	Program Strategis Kepala Daerah
	Definisi Program SKPD sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006

	MISI 2
	Intensifikasi Bibit Unggulan Pertanian : Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan
	· Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk  Tanaman Pangan
· Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Perkebunan dan Hortikultura
· Program Peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau (DBHCHT)
· Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
· Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
· Program Peningkatan Produksi Ternak


	
	Pengembangan Produk Pertanian Organik
	

	
	Menjaga Kemandirian Pangan dengan Swasembada Komoditas Pangan
	

	
	Pengembangan INTEGRATED FARMING SYSTEM berbasis Kewilayahan
	

	
	Pengembangan agroindustri berbasis kerakyatan dan keterpaduan antar wilayah
	


Matrik linieritas tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi  tersebut bertujuan untuk menunjukan keterkaitan masing-masing komponen. Linieritas tersebut kemudian diturunkan pada sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, dan indikator kegiatan. Hal terebut bertujuan untuk melihat hirarki kinerja Dinas Pertanian termasuk dalam struktur jabatan (eselon), sehingga dapat diketahui tanggungjawab masing-masing eselon. Penjabaran tersebut memberikan kemudahan Dinas Pertanian dalam menyusun perjanjian kinerja, dan komponen lainnya dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kerangka keterkaitan tersebut disajikan dalam pohon kinerja sebagai berikut :
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BAB  V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (ouput) dalam bentuk barang dan jasa. 
Adapun susunan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pertanian pada Periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 

	Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (output)

	
	

	
	

	Program peningkatan produksi dan kualitas produk tanaman pangan
	1
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar 

	
	2
	persentase sarana dan prasarana tanaman pangan yang dimanfaatkan

	
	3
	Jumlah sertifikasi produk tanaman pangan

	1
	Kegiatan pengembangan benih tanaman pangan
	1
	Volume benih tanaman pangan (Kg)

	2
	Kegiatan fasilitasi obat-obatan tanaman pangan
	2
	Volume obat-obatan tanaman pangan (Liter)

	3
	Kegiatan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan
	3
	Luas areal yang mendapatkan pengembangan teknologi (Ha)

	4
	Kegiatan fasilitasi pupuk tanaman pangan
	4
	Volume pupuk tanaman pangan (Kg)

	5
	Kegiatan kajian potensi tanaman pangan
	5
	Jumlah kajian (dokumen)

	6
	Kegiatan perencanaan pupuk bersubsidi
	6
	Jumlah dokumen (dokumen)

	7
	Kegiatan pengembangan alat dan mesin  budidaya tanaman pangan
	7
	Volume alat dan mesin budidaya tanaman pangan (Unit)

	8
	Kegiatan pengembangan alat dan mesin  pasca panen tanaman pangan
	8
	Volume alat dan mesin pasca panen tanaman pangan (Unit)

	9
	Kegiatan pengembangan infrastruktur jalan usaha tani tanaman pangan
	9
	Volume jalan usaha tani (m)

	10
	Kegiatan pengembangan infrastruktur jaringan irigasi tersier tanaman pangan
	10
	Volume jaringan irigasi tersier (m3)

	11
	Kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis tanaman pangan
	11
	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan (kelompok tani)

	12
	Kegiatan penguatan permodalan dan pemberdayaan kelembagaan usaha tanaman pangan
	12
	Jumlah kelembagaan usaha yang dapat mengakses  (Kelompok)

	13
	Kegiatan peningkatan pemasaran dan kemitraan tanaman pangan
	13
	Volume kegiatan peningkatan pemasaran dan kemitraan (kegiatan)

	14
	Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian
	14
	Jumlah penyuluh pertanian yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas (orang)

	15
	Kegiatan fasilitasi sarana prasarana penyuluhan pertanian
	15
	Jumlah sarana prasarana (jenis)

	16
	Kegiatan fasilitasi registrasi / sertifikasi tanaman pangan
	16
	Luas areal tanaman pangan yang teregistrasi / tersertifikasi (Ha)

	17
	Kegiatan fasilitasi pendaftaran dan pelepasan varietas tanaman pangan
	17
	Jumlah varietas (varietas)

	Program peningkatan produksi dan kualitas produk perkebunan dan hortikultura
	1
	persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura unggulan daerah

	
	2
	persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan daerah

	
	3
	Jumlah sertifikasi produk perkebunan dan hortikultura

	1
	Kegiatan pengembangan benih tanaman hortikultura
	1
	Volume benih tanaman hortikultura (pohon)

	2
	Kegiatan pengembangan teknologi budidaya tanaman hortikultura
	2
	Luas areal yang mendapatkan pengembangan teknologi (Ha)

	3
	Kegiatan fasilitasi sarana prasarana teknologi hortikultura
	3
	Volume sarana prasarana (unit)

	4
	Kegiatan fasilitasi pupuk tanaman hortikultura
	4
	Volume pupuk tanaman hortikultura (Kg)

	5
	Kegiatan fasilitasi obat-obatan tanaman hortikultura
	5
	Volume obat-obatan tanaman hortikultura (Liter)

	6
	Kegiatan fasilitasi alat dan mesin budidaya tanaman hortikultura
	6
	Volume alat dan mesin budidaya tanaman hortikultura (Unit)

	7
	Kegiatan fasilitasi alat dan mesin pasca panen tanaman hortikultura
	7
	Volume alat dan mesin pasca panen tanaman hortikultura (Unit)

	8
	Kegiatan pengembangan infrastruktur jalan produksi hortikultura
	8
	Volume jalanproduksi (m)

	9
	Kegiatan pengembangan infrastruktur jaringan irigasi tersier hortikultura
	9
	Volume jaringan irigasi (m3)

	10
	Kegiatan pengembangan benih tanaman perkebunan
	10
	Volume benih tanaman perkebunan (pohon)

	11
	Kegiatan pengembangan teknologi budidaya tanaman perkebunan
	11
	Luas areal yang mendapatkan pengembangan teknologi (Ha)

	12
	Kegiatan fasilitasi sarana prasarana teknologi perkebunan
	12
	Volume sarana prasarana (unit)

	13
	Kegiatan fasilitasi pupuk tanaman perkebunan
	13
	Volume pupuk tanamanperkebunan (Kg)

	14
	Kegiatan fasilitasi obat-obatan tanaman perkebunan
	14
	Volume obat-obatan tanaman perkebunan (Liter)

	15
	Kegiatan fasilitasi alat dan mesin budidaya tanaman perkebunan
	15
	Volume alat dan mesin budidaya tanaman perkebunan (Unit)

	16
	Kegiatan fasilitasi alat dan mesin pasca panen tanaman perkebunan
	16
	Volume alat dan mesin pasca panen tanaman perkebunan (Unit)

	17
	Kegiatan pengembangan infrastruktur jalan produksi perkebunan
	17
	Volume jalan produksi (m)

	18
	Kegiatan pengembangan infrastruktur jaringan irigasi tersier perkebunan
	18
	Volume jaringan irigasi (m3)

	19
	Kegiatan kajian potensi perkebunan dan hortikultura
	19
	Jumlah kajian (dokumen)

	20
	Kegiatan promosi produk unggulan
	20
	Jumlah kegiatan promosi (kegiatan)

	21
	Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Perkebunan dan Hortikultura
	21
	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan  (Kelompok)

	22
	Kegiatan fasilitasi registrasi / sertifikasi perkebunan dan hortikultura
	22
	Luas kebun yang teregistrasi / tersertifikasi (Ha)

	23
	Kegiatan fasilitasi legalitas izin usaha perkebunan dan hortikultura
	23
	Jumlah perkebunan yang mendapatkan izin usaha (kebun)

	24
	Kegiatan penilaian kinerja usaha perkebunan dan hortikultura
	24
	Jumlah perkebunan yang dinilai kinerjanya (kebun)

	25
	Kegiatan pemberdayaan kelembagaan usaha perkebunan dan hortikultura
	25
	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan  (Kelompok)

	26
	Kegiatan fasilitasi pendaftaran dan pelepasan varietas tanaman perkebunan dan hortikultura
	26
	Jumlah varietas (varietas)

	27
	Kegiatan peningkatan kompetensi teknis perkebunan dan hortikultura bagi petugas
	27
	Jumlah petugas yang mendapatkan kegiatan (orang)

	
	
	
	

	Program Peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau (DBHCHT)
	 
	persentase peningkatan produksi tembakau

	
	 
	jumlah sertifikasi tembakau

	1
	Kegiatan standarisasi kualitas bahan baku 
	1
	Volume bibit / benih tembakau (pohon)

	 
	 
	 
	Volume pupuk (Kg)

	 
	 
	 
	Volume obat-obatan (Liter)

	 
	 
	 
	Volume alat dan mesin  (unit)

	 
	 
	 
	Volume jalan pertanian (m)

	 
	 
	 
	Volume jaringan irigasi tersier (m3)

	2
	Kegiatan pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah
	2
	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan

	3
	Kegiatan penyediaan sarana laboratorium uji danpengembangan metode pengujian
	3
	Volume sarana laboratorium (unit)

	4
	Kegiatan panen dan pasca panen bahan baku 
	4
	Volume alat dan mesin  (unit)

	5
	Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan/atau pengesahan badan hukum kelompok petani tembakau
	5
	Jumlah kelompok tani tembakau (kelompok)

	6
	Kegiatan pengembangan bahan baku alternatif untuk tembakau virginia
	6
	Volume bibit / benih tembakau (pohon)

	 
	 
	 
	Volume pupuk (Kg)

	 
	 
	 
	Volume obat-obatan (Liter)

	 
	 
	 
	Volume alat dan mesin  (unit)

	 
	 
	 
	Volume jalan pertanian (m)

	 
	 
	 
	Volume jaringan irigasi tersier (m3)

	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
	1
	Angka Kejadian Penyakit

	
	2
	Angka Kematian Ternak

	
	3
	Usaha produk hewan yang bersertifikasi PRA/NKV

	1
	Kegiatan pendataan masalah peternakan (surveilan penyakit hewan)
	1
	Jumlah ternak yang di survei 

	2
	Kegiatan Pelayanan kesehatan hewan terpadu
	2
	Jumlah ternak yang diobati

	3
	Kegiatan Pengendalian Penyakit Flu Burung
	3
	Jumlah unggas yang divaksinasi

	4
	Kegiatan pencegahan penyakit rabies
	4
	Jumlah HPR (hewan penular rabies) yang di vaksin 

	5
	Kegiatan pengendalian penyakit Brucellosis
	5
	Jumlah ternak yang di vaksin dan di obati 

	6
	Kegiatan pembangunan gedung PUSKESWAN
	6
	Jumlah PUSKESWAN yang di bangun

	7
	Kegiatan Rehabilitasi/renovasi sedang berat gedung kantor PUSKESWAN
	7
	Jumlah PUSKESWAN yang direhab

	8
	Kegiatan pemeliharaan  gedung kantor PUSKESWAN
	8
	Jumlah PUSKESWAN yang di Pelihara 

	9
	Kegiatan penguatan PUSKESWAN dan Laboratorium
	9
	Jumlah sarpras PUSKESWAN 

	10
	Kegiatan Pemeriksaan ektoparasit dan endoparasit
	10
	Jumlah ternak yang di periksa dan di obati 

	11
	Kegiatan Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemic
	11
	Jumlah ternak yang di musnahkan 

	12
	Kegiatan Pengawasan perdagangan ternak antar daerah (pemeriksaan dan pelayanan kesehatan hewan di pasar hewan)
	12
	Jumlah ternak yang di periksa 

	13
	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan (monitoring dan pengawasan peredaran obat hewan)
	13
	Jumlah sampel obat yang di periksa 

	14
	Kegiatan Penelitian dan pengembangan produksi hasil peternakan
	14
	Jumlah sarpras yang di adakan 

	15
	Kegiatan Rehabilitasi kios daging
	15
	Jumlah kios daging yang di rehab 

	16
	Kegiatan Rehabilitasi RPH
	16
	Jumlah RPH yang di rehab 

	17
	Kegiatan Gerakan makan telur, daging dan minum susu
	17
	Jumlah siswa yang ikut 

	18
	Kegiatan Pameran peternakan
	18
	Jumlah pameran yang di ikuti 

	19
	Kegiatan Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat (Pembangunan RPH)
	19
	Jumlah yang di bangun 

	20
	Kegiatan Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan
	20
	Jumlah SDM 

	21
	Kegiatan Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan di pasarkan
	21
	Jumlah SDM 

	22
	Kegiatan Pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas produk hewan
	22
	Jumlah SKKPH yang di keluarkan 

	23
	Kegiatan Pengawasan peredaran bahan asal hewan
	23
	Jumlah pengambilan dan pengujian 

	24
	Kegiatan Pemeliharaan kios daging
	24
	Jumlah kios daging yang di pelihara 

	25
	Kegiatan Pemeliharaan RPH
	25
	Jumlah RPH yang di pelihara

	26
	Kegiatan Penguatan kesejahteraan hewan (penguatan sapi betina bunting)
	26
	Jumlah penguatan sapi betina bunting 

	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	1
	persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi peternakan tepat guna

	
	2
	Produksi daging       

	
	3
	Produksi Telur

	
	4
	Produksi susu

	1
	Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
	1
	jumlah sarana biogas 

	2
	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
	2
	jumlah panen pedet

	3
	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
	3
	jumlah kelompok dan SDM 

	4
	Kegiatan pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
	4
	jumlah sarpras yang di adakan 

	5
	Kegiatan pembibitan dan perawatan ternak
	5
	jumlah ternak betina yang terawat reproduksi 

	6
	Kegiatan Pendistribusian bibit ternak sapi potong kepada masyarakat
	6
	jumlah bibit ternak sapi potong yang diadakan

	7
	Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kambing/domba kepada masyarakat
	7
	jumlah bibit ternak kambing/domba yang diadakan

	8
	Kegiatan Pendistribusian bibit ternak ayam/itik/puyuh (unggas) kepada masyarakat
	8
	Jumlah bibit ternak ayak/itik/puyuh (unggas) yang diadakan

	9
	Kegiatan Pendistribusian bibit ternak sapi perah kepada masyarakat

	9
	Jumlah bibit ternak sapi perah yang diadakan

	Program Peningkatan Produksi Ternak
	1
	jumlah kelompok dan usaha peternakan yang tumbuh

	1
	Kegiatan pelatihan managemen peternakan
	1
	jumlah kelompok dan SDM 

	2
	Kegiatan penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
	2
	jumlah kelompok dan SDM 

	3
	Kegiatan Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
	3
	jumlah kelompok dan SDM 

	4
	Kegiatan kontes ternak unggulan
	4
	jumlah peserta kontes 

	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

	Prosentase Kinerja perkantoran yang baik

	1
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
	1
	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat

	2
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
	2
	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

	3
	Kegiatan penyediaan jasa perkantoran
	3
	Jumlah tenaga perkantoran 

	4
	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
	4
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan 

	5
	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	5
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

	6
	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
	6
	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan

	7
	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	7
	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

	8
	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
	8
	Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan 

	9
	Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
	9
	Jumlah waktu bahan logistik kantor yang disediakan

	10
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
	10
	Jumlah makanan  dan minuman yang disediakan

	11
	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	11
	Jumlah aktifitas rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

	12
	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
	12
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan

	13
	Kegiatan pengadaan meubeler
	13
	Jumlah meubeler yang diadakan

	14
	Kegiatan pemeliharaan rumah jabatan/dinas
	14
	Jumlah rumah jabatan/dinas yang dipelihara

	15
	Kegiatan pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor
	15
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

	16
	Kegiatan pemeliharaan gedung kantor
	16
	Jumlah gedung kantor yang dipelihara

	17
	Kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
	17
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

	18
	Kegiatan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
	18
	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

	19
	Kegiatan pemeliharaan  rutin/berkala taman kantor
	19
	Jumlah taman kantor yang dipelihara

	20
	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
	20
	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi

	21
	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
	21
	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi

	22
	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
	22
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi

	23
	Kegiatan pembangunan gedung kantor
	23
	Jumlah gedung kantor yang dibangun

	24
	Kegiatan pemeliharaan web site SKPD

	24
	Jumlah web site yang dipelihara

	Program Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan sektoral yang tepat waktu 

	 1
	Kegiatan Penyusunan rencana pembangunan daerah
	 1
	Jumlah dokumen rencana penyusunan daerah yang disusun

	 2
	Kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen 
	 2
	Jumlah sitem informasi yang dikembangkan

	 3
	Kegiatan Evaluasi dan penyusunan laporan capaian kinerja perangkat daerah
	 3
	Jumlah laporan evaluasi dan penyusunan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun

	 4
	Kegiatan penyusunan laporan keuangan
	 4
	Jumlah laporan keuangan yang disusun

	 5
	Kegiatan pengembangan kapasitas SDM
	 5
	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya

	 6
	Kegiatan pengembangan media cetak dan penyebarluasan onformasi
	 6
	Jumlah aktifitas media cetak dan penyebarluasan informasi yang dikembangkan


BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 20 Tahun 2008, Indikator kinerja adalah ukuran kuantitaif yang manggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.
Adapun proyeksi capaian indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 disajikan dalam Tabel 8.   
Tabel 8. Proyeksi capaian indikator SKPD tahun 2016-2021
	No
	Indikator Sasaran SKPD (IKU SKPD)
	Satuan
	Target
	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2021
	Program
	Indikator Kinerja Program (outcome)
	Target Capaian Setiap Tahun
	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2021

	
	
	
	Tahun 
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Persentase pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB
	%
	3,25
	3,33
	3,41
	3,49
	3,57
	3,57
	Program peningkatan produksi dan kualitas produk tanaman pangan
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar
	65.22 kuintal/Ha
	65.3 kuintal/
Ha
	65.87 kuintal/
Ha


	66.15 kuintal/
Ha


	66.23 kuintal/
Ha


	'66.31 kuintal

/Ha

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	persentase sarana dan prasarana tanaman pangan yang dimanfaatkan
	100%
	100%


	100%


	100%


	100%


	100%



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Jumlah sertifikasi produk tanaman pangan


	1 doku

men
	2 doku

men


	3 doku

men


	4 doku

men


	5 doku

men
	7 doku

men

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Program peningkatan produksi dan kualitas produk perkebunan dan hortikultura


	persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura unggulan daerah
	3,25 %
	3,33 %
	3,41%
	3,49 %
	3,57 %
	3,57 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan daerah
	3,25 %
	3,33 %
	3,41%
	3,49%
	3,57%
	3,57%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Jumlah sertifikasi produk perkebunan dan hortikultura
	2 doku

men


	3 doku

men


	4 doku

men


	5 doku

men
	6 doku

men
	7 doku

men

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Program Peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau (DBHCHT)
	persentase peningkatan produksi tembakau
	3,25 %
	3,33 %
	3,41%
	3,49%
	3,57%
	3,57%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jumlah sertifikasi tembakau
	0
	1 doku

men
	2 doku

men
	3 doku

men
	4 doku

men
	5 doku

men

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
	Angka Kejadian Penyakit
	4,75%


	4,50%


	4,25%


	4%


	4%


	4%



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Angka Kematian Ternak
	0,3%


	0,3%


	0,3%


	0,3%


	0,3%


	0,3%



	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Usaha produk hewan yang bersertifikasi PRA/NKV
	3 Unit


	4 Unit


	5 Unit


	6 Unit


	7 Unit
	8 Unit

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi peternakan tepat guna


	7%


	9%


	11%


	13%


	14%
	15%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Produksi daging       
	9083 ton


	9342 ton


	9610 ton


	9887 ton


	10157 ton


	10240 ton



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Produksi Telur
	11311 ton


	11570 ton


	11984 ton


	12413 ton


	12813 ton


	12950 ton



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Produksi susu
	807 ton


	813 ton


	819 ton


	825 ton


	850 ton


	895 ton



	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Program Peningkatan Produksi Ternak
	jumlah kelompok dan usaha peternakan yang tumbuh
	595 kelom
pok


	605 kelompok


	615 kelompok


	625 kelompok


	635 kelompok


	650 kelompok



	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
	Prosentase Kinerja perkantoran yang baik
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Program Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan sektoral yang tepat waktu
	80%
	80%
	85%
	85%
	85%
	85%


BAB  VII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 merupakan pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan bidang pertanian, sub bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan mulai tahun 2016 sampai tahun 2021. Keberhasilan perencanaan strategis ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari seluruh jajaran PD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.  
Renstra 2016-2021 PD disusun dengan acuan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 sebagai upaya mewujudkan kinerja yang lebih terukur dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Banyuwangi yaitu ” Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang semakin Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumberdaya Manusia ”. Oleh karenanya, tak dapat dipungkiri bahwa keberadaannya menjadi sangat penting serta membutuhkan perhatian dari seluruh pihak terkait guna efektivitas dan keberhasilan dalam implementasinya.
	Banyuwangi, 28 September 2016
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Optimalisasi pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia pelaku pertanian guna peningkatan dominasi pasar produk unggulan pertanian








Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian 








Sasaran RPJMD      : “Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor  
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